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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas izin dan rahmat-Nya Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2017 dapat disusun guna memenuhi surat Sekretaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 26 November
2018 perihal Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada satuan kerja wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2018, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk
mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja satuan kerja wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di tahun-tahun berikutnya.

Laporan ini menyajikan Struktur Organisasi, Standar Operasional
Prosedur, Sasaran Kinerja Pegawai, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya
Manusia, Keadaan Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan
Keuangan, Dukungan Teknologi Informasi, Regulasi Tahun 2018, Pengawasan

Internal, Evaluasi serta Kesimpulan dan Saran.

Dalam penyusun Laporan Tahunan ini kami sadari masih terdapat
kekurangan yang membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu kami
mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan pelaksanaan

tugas di masa yang akan datang.
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BAB |
PENDAHULUAN

Reformasi yang telah lama bergulir hingga kini masih menyisakan
sejumlah agenda, termasuk reformasi di dunia peradilan. Banyaknya keluhan
masyarakat akan lambannya reformasi peradilan merupakan sesuatu hal yang
tidak dapat kita pungkiri keberadaannya. Peradilan sebagai lembaga
terhormat yang seyogyanya harus dihormati masyarakat kerap mendapat
sorotan negatif dari berbagai kalangan, integritas, kualitas dan kinerja
lembaga peradilan dipertanyakan oleh sebagian pihak.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan
jajaran peradilan dibawahnya tidak dapat terlepas dari birokrasi yang
merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan
agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang
bersih dan bebas dari KKN, sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah
Agung dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Di tengah derasnya sorotan dan kritikan-kritikan yang selama ini
ditujukan kepada lembaga penegak hukum di Indonesia, Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara Barat memiliki konsep dan pendirian untuk berbuat dari hal
yang terkecil menuju suatu paradigma baru, terlepas dari semua
permasalahan yang ada di dunia peradilan, segala upaya yang telah dilakukan
maupun yang sedang dilakukan sekarang ini masih belum sesuai dengan apa
yang diharapkan, karena itu kerja keras berbagai pihak dari Ketua Pengadilan
sampai bagian terkecil dibawahnya dituntut untuk lebih ditingkatkan dimasa-
masa mendatang, peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan tetap menjadi prioritas sebagai salah satu wujud layanan prima yang
ditekankan oleh Mahkamah Agung RI. Sebagaimana yang diamanatkan oleh
Ketua Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Nomor: 1-
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
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Gambar Gedung Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu badan

yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding

yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh

pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta selalu melakukan pengawasan

kepada Hakim-Hakim dan Pegawai baik di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Barat sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukumnya

yang terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dan

membawahi 6 (enam) Pengadilan Negeri yaitu :

o bk 0N e

6.

Pengadilan Negeri Klas IA Mataram
Pengadilan Negeri Klas Il Praya
Pengadilan Negeri Klas IB Selong
Pengadilan Negeri Klas IB Sumbawa Besar
Pengadilan Negeri Klas [I Dompu, dan
Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima.

Perlu kami sampaikan bahwa di Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat

10 (sepuluh) Kota/Kabupaten, akan tetapi hanya terdapat 6 (enam)
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Pengadilan Negeri, sehingga dirasakan masih kurang, mengingat luas wilayah
dan geografis Nusa Tenggara Barat yang cukup luas dan terdiri dari 2 pulau
dan memiliki belasan gili (pulau-pulau kecil).

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Setiap Lembaga Peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman
yang merdeka dan independent, tidak memihak dan kompeten merupakan
salah satu komponen utama pencitraan dalam sebuah negara hukum, namun
demikian bukan berarti bahwa prinsip-prinsip independensi tersebut dapat
mengesampingkan prinsip akuntabilitas maupun transparansi, karenanya
warga peradilan haruslah mempunyai pemahaman yang memadai dalam
menilai hal tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 (2) dan (4) Undang-Undang
Nomor 14 tahun tahun 1970, Pasal 2 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985, dimaksudkan untuk mewujudkan kemerdekaan dan
kemandirian lembaga peradilan, dan selanjutnya lembaga peradilan yang
benar-benar berwibawa, bermartabat dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN), sehingga tercipta lembaga peradilan yang sesuai dengan
dambaan dan harapan masyarakat.
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BAB I

A. STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi)

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT

KETUAPENGADILAN TINGGI MATARAM

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI MATARAM

HAKIM KARIR DAN

HAKIM AD HOC
PANITERA SEKRETARIS
PANITERA MUDA BAGIAN BAGIAN UMUM DAN
HUKUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
PANITERA MUDA
PERDATA
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN DAN
PANITERA MUDA PROGRAM DAN PELAPORAN
PIDANA ANGGARAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN TATA
PANITERA MUDA KEPEGAWAIAN DAN USAHA DAN RUMAH
PIDANA KHUSUS IT TANGGA
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONALUMUM FUNGSIONAL

TERTENTU

Pada tahun 2018 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Barat sudah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Rl Nomor 7

tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan, terdiri atas :

1. Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, Vyaitu

dalam hal melakukan masalah-masalah hukum yang timbul, masalah

tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan,

eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan
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dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan
perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dari Pengadilan Negeri
dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung,
meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis
pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan
bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya,
membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan
putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding,
mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan
Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan
hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan
membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang
penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

2. Wakil Ketua mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila
Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh
Ketua kepadanya.

3. Majelis Hakim yang terdiri dari para Hakim Tinggi bertugas menetapkan
hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan
padanya, kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan
tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim
bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara
persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam
musyawarah, Hakim Tinggi wajib menandatangani putusan yang sudah
diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi
bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya
dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan
kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari
Makamah Agung kepada Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi yang
bersangkutan.

4. Panitera mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas

pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya
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perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan,
menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda
dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima
di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas
perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.

5. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas membantu Hakim dengan
mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan
administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan
berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan
masalah perkara perdata, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam
buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya serta menginput
kedalam aplikasi SIPP, menyiapkan berkas perkara banding yang telah
selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan
menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas membantu Hakim dengan
mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan
administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan
berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan
dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap
perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register
dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam register dan disertai
catatan singkat tentang isinya, serta menginput kedalam aplikasi SIPP
atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan
menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Tipikor mempunyai tugas membantu Hakim dengan
mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan
administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan
berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan
dengan masalah perkara Tindak Pidana Korupsi, memberi nomor register
pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, memberikan nomor
register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register
disertai catatan singkat tentang isinya, serta menginput kedalam aplikasi

SIPP dan menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan
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menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas adalah membantu Hakim
dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan,
mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik
perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara,
kemudian diinput ke SIPP dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan
peraturan perundang- undangan dan mengolah dan mengkaji hasil
evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan
kepada Pimpinan Pengadilan.

9. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan
mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu
Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan
terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis
penahanannya melalui SIPP, mengetik putusan. Perkara perdata maupun
pidana yang sudah putus berikut amar putusannya, serta menginput ke
SIPP dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana,
Pidana Khusus Tipikor, maupun Perdata bila telah selesai dimutasi.

10.Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam
pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan  pembinaan
administrasi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan
Umum di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

11.Kasubag Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas- tugas dalam mengelola perencanaan
atas program-program dan anggaran pada Pengadilan Tinggi NTB
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.Kasubag Kepegawaian dan IT mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian
di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum
Pengadilan Tinggi NTB, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.Kasubag Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di
lingkungan Pengadilan Tinggi NTB dan Pengadilan Negeri Sewilayah
Hukum Pengadilan Tinggi NTB serta perumusan kebijakan fasilitas
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pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
14.Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas

membina dan melaksanakan urusan tata usaha, dan kearsipan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap)
adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan
dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara
singkat pengertian Standar Operasional Prosedur adalah penetapan tertulis
mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh
siapa. Standar Operasional Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya
variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan
menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pengadilan
Tinggi Nusa Tenggara Barat memiliki standar / acuan guna memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan sehingga Visi
dan Misi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dapat terwujud. Pengadilan
Tinggi Nusa Tenggara Barat menguraikan SOP secara garis besar ke dalam
2 (dua) bagian yaitu SOP Bagian Teknis dan SOP Bagian Non Teknis. Uraian
SOP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
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Non Teknis
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2. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Mataram Kelas | A

I SOP TEKNIS

1 Kepaniteraan Pidana 27 1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara
Pidana Biasa (Dewasa/Anak)

2. SOP Penanganan Berkas Perkara
Pidana Biasa (Dewasa/Anak)

3. SOP Penerimaan Berkas Perkara
Pidana Acara Pemeriksaan
Cepat

4. SOP Penanganan Berkas Perkara
Pidana Acara Pemeriksaan
Cepat

5. SOP Penerimaan Berkas Perkara
Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

6. SOP Penanganan Berkas Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas

7. SOP Pendaftaran Permohonan
Praperadilan

8. SOP Penanganan Permohonan
Praperadilan

9. SOP Pendaftaran Permohonan
Banding Perkara Pidana
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2 Kepaniteraan Perdata

33

10.SOP Penerimaan Permohonan
Banding Perkara Pidana

11.S0P Penerimaan Memori
Banding/Kontra Memori
Banding Perkara Pidana

12.SOP Pengiriman Berkas Banding
Perkara Pidana

13.SOP Pencabutan Permohonan
Banding

14.SOP Pendaftaran Permohonan
Kasasi Perkara Pidana

15.SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi Perkara Pidana

16.SOP Penerimaan Memori /
Kontra Memori Kasasi Perkara
Pidana

17.SOP Pengiriman Berkas Perkara
Kasasi Perkara Pidana

18.SOP Pencabutan Kasasi Perkara
Pidana

19.SOP Pendaftaran Permohonan
Peninjauan Kembali (PK) Perkara
Pidana

20.SOP Penerimaan Permohonan
Peninjauan Kembali (PK) Perkara
Pidana

21.S0P Pengiriman Berkas
Peninjauan Kembali (PK) Perkara
Pidana

22.SOP Penerimaan Permohonan
Grasi Perkara Pidana

23.SOP Pengiriman Permohonan
Grasi Perkara Pidana

24.SOP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
25 ayat (2) KUHAP

25.S0OP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
29 ayat (2) (3) Tahap Satu dan
Dua

26.S0P Permohonan ljin/
Persetujuan Penyitaan

27.S0P Permohonan
ljin/Persetujuan Penggeledahan

1. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Permohonan

2. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Permohonan

3. SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Permohonan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

SOP Penerimaan Berkas
Perkara Perdata Gugatan
SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan

SOP Penanganan Register
Perkara Gugatan

SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Sederhana
SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan Sederhana
SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Banding
SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan Banding
SOP Penerimaan Memori
Banding / Kontra Memori
Banding

SOP Pencabutan Perkara
Perdata Gugatan Banding
SOP Pengiriman Berkas
Perkara Gugatan Banding
SOP Pemberitahuan
Penetapan Perkara Perdata
Permohonan

SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata Gugatan
SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata Gugatan
Verstek

SOP Penerimaan Berkas
Perkara Perdata Gugatan /
Permohonan Prodeo

SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Kasasi

SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan Kasasi

SOP Penerimaan Memori
Kasasi / Kontra Memori Kasasi
Perdata Kasasi

SOP Pencabutan Perkara
Perdata Gugatan Kasasi

SOP Pengiriman Berkas
Perkara Perdata Gugatan
Kasasi

SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Peninjauan
Kembali

SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Peninjauan
Kembali
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3  Kepaniteraan Hukum

15

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

10.

11.

12.

13.
14.

SOP Penerimaan Memori
Peninjauan Kembali / Kontra
Memori Peninjauan Kembali
SOP Pencabutan Perkara
Perdata Gugatan Peninjauan
Kembali

SOP Pengiriman Berkas
Perkara Perdata Gugatan
Peninjauan Kembali

SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata Gugatan
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali

SOP Penanganan Surat Masuk
Kepaniteraan Perdata

SOP Penanganan Surat Keluar
Kepaniteraan Perdata

SOP Penerimaan Permohonan
Eksekusi Perkara Perdata
Gugatan

SOP Pendaftaran Permohonan
Eksekusi Perkara Perdata
Gugatan

SOP Pelaksanaan Aanmaning
dan Eksekusi Perkara Perdata
Gugatan

SOP Pembuatan Laporan
Bulanan

SOP Pembuatan Laporan
Empat Bulanan

SOP Pembuatan Laporan
Semester (6 Bulanan)

SOP Pembuatan Laporan
Tahunan

SOP Pengarsipan Berkas
Perkara

SOP Pendaftaran Surat Kuasa
SOP Pelayanan Pengaduan
SOP Pelayanan Surat
Keterangan

SOP Pengesahan Akta Notaris
SOP Pelayanan Informasi
Prosedur Biasa

SOP Pelayanan Informasi
Prosedur Khusus

SOP Pelayanan Permohonan
Gugatan Hak Uji Materil

SOP Pelayanan Kehumasan
SOP Pencatatan Urusan —
Urusan
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15.

4  Kepaniteraan PHI 7 1.

5 Kepaniteraan Tipikor 20 1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

SOP Pelayanan Pos Bantuan
Hukum

SOP Penerimaan Berkas
Perkara Gugatan PHI

SOP Pendaftaran Perkara
Gugatan PHI

SOP Penanganan Register
Perkara Gugatan PHI

SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Gugatan PHI

SOP Penyelesaian Perkara
Kasasi

SOP Penyelesaian Perkara
Peninjauan Kembali (PK)

SOP Penyelesaian Sita
Eksekusi

SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Tipikor

SOP Proses Persidangan
Perkara Tipikor

SOP Penanganan Berkas
Perkara Tipikor

SOP Pendaftaran Permohonan
Banding Perkara Tipikor

SOP Penerimaan Permohonan
Banding Perkara Tipikor

SOP Penerimaan Memori
Banding / Kontra Memori
Banding Perkara Tipikor

SOP Pengiriman Berkas
Banding Perkara Tipikor

SOP Pencabutan Permohonan
Banding Perkara Tipikor

SOP Pendaftaran Permohonan
Kasasi Perkara Tipikor

SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi Perkara Tipikor

SOP Penerimaan Memori
Kasasi/ Kontra Memori Kasasi
Perkara Tipikor

SOP Pengiriman Berkas Kasasi
Perkara Tipikor

SOP Pencabutan Kasasi
Perkara Tipikor

SOP Pendaftaran Permohonan
Peninjauan Kembali Perkara
Tipikor

SOP Penerimaan Permohonan
Peninjauan Kembali Perkara
Tipikor
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16.

17.

18.

19.

20.

Il NON TEKNIS

1 Sub Bagian Umum 18
dan Keuangan

= @M

10.

11.

12.

13.

SOP Pengiriman Berkas
Peninjauan Kembali Perkara
Tipikor

SOP Permohonan ljin/
Persetujuan Penyitaan
Perkara Tipikor

SOP Permohonan ljin/
Persetujuan Penggeledahan
Perkara Tipikor

SOP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan
Pasal 25 ayat (2) KUHAP

SOP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan
Pasal 29 ayat (2) (3) KUHAP
Tahap Satu dan Dua

SOP Pengelolaan Surat Masuk
SOP Pengelolaan Surat Keluar
SOP Resepsionis

SOP Permintaan Barang Alat
Tulis Kantor (ATK)

SOP Pengelolaan
Perpustakaan

SOP Penyusunan Uraian Tugas
Pengamanan dan Petugas
Kebersihan

SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan (Pembuatan
Specimen Tanda Tangan)

SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan (Pembuatan Kartu
Identitas Pengantar Surat
Perintah Membayar (SPM) /
Pengambil Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D)

SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan (Pembuatan
Rencana Penarikan Dana)
SOP Pengajuan Uang
Persediaan

SOP Penerbitan SPP-LS Untuk
Belanja Pegawai (Pembayaran
Gaji Induk)

SOP Penerbitan SPP-LS Untuk
Belanja Pegawai (Uang
Lembur)

SOP Penerbitan SPP-LS Untuk
Belanja Pegawai (Uang
Makan)
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2  Sub Bagian Organisasi
dan Tata Laksana

3  Sub Bagian
Perencanaan,
Teknologi Informasi
dan Pelaporan

15

14.

15.

16.

17.

18.

2

10.

11.
12.

13.

14.

15.

SOP Pertanggungjawaban
Dimuka Tunjangan Khusus
Kinerja (Remunerasi)

SOP Pengelolaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak

SOP Penerbitan SPP-LS
Belanja Modal

SOP Pencairan Uang
Persediaan Untuk Belanja
Barang

SOP Pengelolaan Keuangan
Negara Bendahara
Pengeluaran

SOP Kenaikan Pangkat

SOP Kenaikan Gaji Berkala
SOP Usulan Pegawai Dalam
Jabatan Struktural/Fungsional
SOP Usulan Ujian Dinas /
Penyesuaian ljazah

SOP Penyelenggaraan Ujian
Dinas/Penyesuaian ljazah
Online

SOP Perencanaan DIPA (Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran)
SOP Revisi DIPA

SOP Revisi POK

SOP Monitoring Sistem
Informasi Penelusuran
perkara (SIPP)

SOP Perawatan Jaringan
SOP Pengelolaan Website
SOP Peliputan dan
Penginputan Website

SOP Penghimpunan Laporan
SOP Pengelolaan Aplikasi Sms
Centre dan Sms Gateway
SOP Pengelolaan E-mail
Masuk

SOP Laporan SIMAK-BMN
SOP Laporan Realisasi
Anggaran

SOP Laporan Keuangan
Bulanan

SOP Laporan Keuangan
Semesteran

SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan PTIP
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3. Standar Operasional Pengadilan Negeri Selong Kelas | B

No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
| SOP TEKNIS
1 Hakim 7 1. SOP Persidangan Perkara Pidana
Biasa.
2. SOP Persidangan Perkara Pidana
Anak.
3. SOP Persidangan Perkara Pidana
Cepat (Tipiring).
4. SOP Persidangan Perkara Pidana
Cepat (Lalu Lintas).
5. SOP Persidangan Perkara Pidana
Praperadilan
6. SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan
7. SOP Hakim Pengawas Bidang.
2 Kepaniteraan Pidana 27 1. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Biasa.
2. SOP Penanganan Berkas
Perkara Pidana Biasa.
3. SOP Pidana Singkat
4. SOP Penanganan Berkas
Perkara Pidana Acara
Pemeriksaan Cepat
5. SOP Penerimaan Berkas
Perkara Pidana Acara
Pemerikasaan Cepat.
6. SOP Pendaftaran PraPeradilan
7. SOP Pencabutan Banding
8. SOP Pendaftaran Permohonan
Banding
9. SOP Penanganan Berkas
Perkara Pelanggaran Lalu
Lintas
10. SOP Penerimaan Berkas
Perkara Pidana Pelanggaran
Lalu Lintas.
11. SOP Penerimaan Permohonan
Banding
12. SOP Pengiriman Banding
13. SOP Penerimaan Memori
Banding/ Kontra Memori
Banding
14. SOP Pencabutan Kasasi
15. SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi
16. SOP Penerimaan Memori
Kasasi
17. SOP Pengiriman Kasasi
Laporan Tahunan 2018 23



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

3 Kepaniteraan Perdata 33 1.

10.

11.

12.

13.

SOP Pendaftaran Permohonan
PK

SOP Penerimaan Permohonan
PK

SOP Pengiriman Berkas PK
SOP Penerimaan Berkas Grasi
SOP Pengiriman Berkas Grasi
SOP Permohonan
Perpanjangan Penahanan
Pasal 25

SOP Permohonan penahanan
Pasal 29 Ayat (2),(3)

SOP Permohonan Persetujuan
Sita

SOP Pendaftaran Permohonan
Persetujuan geledah

SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi

SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Permohonan

SOP Penerimaan Perkara
Perdata permohonan

SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Permohonan
SOP Pemberitahuan
Penetapan perkara perdata
permohonan.

SOP Pendaftaran Perkara
perdata gugatan

SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Gugatan
SOP Pemberitahuan putusan
perkara perdata gugatan.
SOP Pemberitahuan putusan
perkara perdata gugatan
verstek.

SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Sederhana
SOP Pendaftaran perkara
perdata gugatan sederhana
SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Gugatan
Sederhana

SOP Pendaftaran perkara
Perdata Gugatan Banding
SOP Penerimaan memori
banding/ kontra memori
banding.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

SOP Pencabutan perkara
perdata gugatan banding.
SOP Pengiriman berkas
perkara perdata gugatan
banding.

SOP Pendaftaran Perkara
perdata Gugatan kasasi

SOP Penerimaan Perkara
perdata Gugatan kasasi

SOP Penerimaan memori
kasasi/kontra memori kasasi
perdata kasasi

SOP Pencabutan perkara
perdata gugatan kasasi.

SOP Pengiriman berkas
perkara perdata gugatan
kasasi.

SOP Pendaftaran perkara
Perdata gugatan peninjauan
Kembali

SOP Penerimaan perkara
Perdata gugatan peninjauan
Kembali.

SOP Penerimaan memori
peninjauan kembali/kontra
memori peninjauan kembali
SOP Pencabutan perkara
perdata gugatan peninjauan
kembali

SOP Pengiriman berkas
perkara perdata gugatan
peninjauan kembali.

SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata Gugatan
banding /kasasi/Peninjauan
kembali

SOP penerimaan berkas
Perkara Perdata
gugatan/permohonan Prodeo
SOP Penanganaan Surat
masuk kepaniteraan perdata
SOP penanganan Surat keluar
Kepaniteraan Perdata

SOP Pendaftaran
Permohonan Eksekusi Perdata
Gugatan

SOP Penerimaan Permohonan
Eksekusi Perdata Gugatan
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32.

33.

4  Kepaniteraan Hukum 15 1.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

5 Panitera Pengganti 6 1.

6 Jurusita / Jurusita 11 1.
Pengganti

SOP Pelaksanaan Aanmaning
dan eksekusi perkara perdata
gugatan.

SOP Pencatatan urusan-
urusan.

SOP Pelayanan Surat
Keterangan

SOP Pengelolaan Surat Masuk
SOP Pengelolaan Surat keluar
SOP Pembuatan Laporan
bulanan

SOP Laporan pembutan Empat
bulanan

SOP Laporan Pembuatan
Semester ( 6 Bulanan)

SOP Pembuatan Laporan
Tahunan

SOP Pengarsipan Berkas
Perkara

SOP Pelayanan Pengaduan
SOP Pengesahan Akta Notaris
SOP Pelayanan informasi
Prosedur Biasa

SOP Pelayanan Informasi
Prosedur Khusus

SOP Urusan-Urusan

SOP Pelayanan pos bantuan
hukum

SOP Pendaftaran Surat Kuasa.
SOP Persidangan Perkara
Pidana Biasa/Anak.

SOP Persidangan Perkara
Pidana Cepat.

SOP Persidangan Perkara
Pidana Lalu Lintas.

SOP Persidangan Perkara
Pidana Praperadilan.

SOP Persidangan Perkara
Pidana Perdata Gugatan.
SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan.

SOP Pemanggilan Sidang
Perkara Perdata.

SOP Pemberitahuan Isi
Penetapan/Putusan Perkara
Perdata.

SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Pidana.
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4. SOP Pemberitahuan
Pernyataan Banding / Kasasi /
Peninjauan Kembali Pidana.

5. SOP Pemberitahuan
Pernyataan Banding / Kasasi /
Peninjauan Kembali Perdata.

6. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding
/ Kasasi / PK Perkara Perdata.

7. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding
/ Kasasi / PK Perkara Pidana.

8. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori
Banding/ Kasasi /PK Perkara
Perdata.

9. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori
Banding/ Kasasi /PK Perkara
Pidana.

10. SOP Pemberitahuan
Memeriksa Berkas (inzage)
untuk perkara Banding.

11. SOP Panggilan Teguran

Aanmaning.
Il NON TEKNIS
4  Sub Bagian Umum 39 1. SOP perencanaan daftar isian
dan Keuangan Pelaksanaan Anggaran ( Dipa )

2. SOP Pengelolaan Admistrasi
keuangan ( Pembuatan
specimen tanda tangan )

3. SOP Penanganan Surat Masuk
Sub bagian keuanagan

4. SOP penanganan Surat Keluar
Sub Bagian Keuangan

5. SOP Pengelolaan Admistrasi
keuangan Pembuatan kartu
Identitas Pengantar surat
perintah Membayar ( SPM )/
Pengambil Surat Perintah
pencairan dana ( SP2D )

6. SOP Pengajuan Uang
Persediaan

7. SOP Penerbitan SPM-LS untuk
belanja Pegawai (
Pembayaran Gaji Induk )

8. SOP Penerbitan SPM-LS Untuk
Belanja Pegawai (
pembayaran Uang (lembur)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

SOP Penerbitan SPM-LS Untuk
Belanja Pegawai Pembayaran
Uang makan)

SOP pertanggungjawaban
Dimuka Tunjangan Khusus
kinerja (Remunirasi)
Pengelolaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak

SOP Penerbitan SPM-LS
Belanja Modal

SOP Pencairan honor Piket
Posbakum

SOP Pencairan Uang
Persediaan Untuk Belanja
Barang

SOP Pengelolaan Keuang
Negara bendahara
pengeluaran

SOP Pengelolaan Surat masuk
SOP Pemngelaan Surat Masuk
Khusus Sub Bag Umum

SOP pengelolaan Surat Surat
Keluar

SOP resepsionis

SOP Permintaan Barang alat
Tulis kantor (ATK)

SOP Pengelolaan Aplikasi
Persediaan (Kegiatan Harian)
SOP Pengelolaan Aplikasi
Simak-BMN (Kegiatan Harian)
SOP Pelaporan Aplikasi
Persedian
persemester/Pertahun
(Kegitan harian )

SOP Pelaporan Aplikasi Simak-
Bmn Persemester Pertahunan
SOP perawatan dan
pemeliharaan Sarana Dan
prasarana

SOP Pengadaan Barang alat
Tulis kantor (ATK)

SOP Pengelolaan
Perpustakaan

SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan

SOP Penyusunan Uraian Tugas
Petugas Kebersihan

SOP Pengadaan barang dan
jasa

SOP Kegiatan Rapat
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33.
34.

35.
36.

37.
38.

39.

5 Sub Bagian Organisasi 22 1.
dan Tata Laksana

P> P

@

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

6  Sub Bagian 9 1.
Perencanaan,

SOP Rutin Pengemudi

SOP Pembuatan Surat
Keputusan penggunaan Dan
penghentian penggunaan
BMN

SOP Keamanan Kantor

SOP Protokoler dan
penerimaan tamu

SOP Kebersihan Kantor

SOP Protokoler pengambilan
Sumpah Jabatan

SOP Protokoler
Persemayamanan Jenajah
SOP Surat Masuk Dan Surat
Keluar

SOP Bezzeting

SOP Daftar Urut Kepangkatan
SOP Daftar Hadir

SOP Pembuatan Surat
keputusan

SOP Kenaikan Pangkat

SOP Kenaikan gaji Berkala
SOP Pengusulan Cpns Menjadi
PNS

SOP Pensiun Dan Purnabakti
SOP Cuti Pegawai/Hakim
SOP Sasaran Kinerja Pegawai (
SKP)

SOP Usulan
taspen,carpeg,Karis/Karsu
SOP Usulan Bpjs Kesehatan
SOP Update data pegawai
kedalam Aplikasi Sikep

SOP SOP Pembuatan Surat
Tugas

SOP Hukuman Disiplin

SOP Usulan pegawai Dalam
Jabatan Struktural Dan
Fungsional

SOP Usulan Mutasi

SOP Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah Jabatan
SOP Penghargaan
Satyalancana karya satya
SOP Laporan Tahunan Sub
bagian kepegawaian

SOP Pengumpulan data lakip
Sub Bagian Kepegawaian
SOP Perencanaan Daftar isian
Pelaksanaan Anggaran (Dipa)
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Teknologi Informasi
dan Pelaporan

2. SOP Pengajuan Revisi Pok
(Dipa)

3. SOP Perawatan Sipp/Cts

4. SOP Pengelolaan Website

5. SOP Perawatan dan mengatasi
Permasalahan jaringan

6. SOP Peliputan Dan
pengimputan Website

7. SOP Penghimpunan laporan

8. SOP Penanganan Surat Masuk
Kasubag Perencanaan,Tl,dan
pelaporan

9. SOP Penanganan Surat keluar
Kasubag Perencanaan, Tl,dan
Pelaporan

4. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas | B

PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

1. HAKIM 8 1.

o & en > W

2. KEPANITERAAN 15 1.
PERDATA

10.

S.0.p persidangan perkara pidana biasa/ anak

S.o.p persidangan perkara pidana cepat (lalu lintas).
S.0.p persidangan perkara pidana cepat (tipiring).
S.o.p persidangan perkara pidana pra peradilan
S.o.p persidangan perkara perdata gugatan

S.o.p persidangan perkara perdata permohonan.
S.o.p tentang hakim pengawas bidang kepaniteraan.
S.o.p tentang hakim pengawas bidang
kesekretariatan.

S.0.p tentang penerimaan perkara perdata
permohonan.

S.o.p tentang pendaftaran perkara perdata
permohonan.

S.0.p tentang sop penanganan register perkara
perdata permohonan.

S.0.p tentang penerimaan perkara gugatan.

S.0.p tentang pendaftaran perdata gugatan.

S.0.p tentang penanganan register perkara perdata
gugatan.

S.o.p tentang penerimaan perkara perdata gugatan
sederhana.

S.0.p tentang pendaftaran keberatan perkara
perdata gugatan sederhana.

S.0.p tentang penerimaan perkara perdata gugatan
banding.

S.o.p tentang pendaftaran perkara perdata gugatan
banding.
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3. KEPANITERAAN
PIDANA

Laporan Tahunan 2018
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.

37.

S.0.p tentang penerimaan memori banding / kontra
memori banding.

S.o.p tentang pencabutan perkara perdata gugatan
banding.

S.o.p tentang pengiriman perkara perdata gugatan
banding.

S.o.p tentang pemberitahuan penetapan perkara
perdata permohonan.

S.o.p tentang pemberitahuan putusan perkara
perdata gugatan.

S.o.p tentang perkara perdata gugatan verstek.
S.o.p tentang penerimaan berkas perkara perdata
gugatan permohonan prodeo.

S.o.p tentang pendaftaran perkara perdata gugatan
kasasi.

S.0.p tentang penerimaan memori kasasi / kontra
memori kasasi.

S.o.p tentang pencabutan perkara perdata gugatan
kasasi.

S.o.p tentang pengiriman berkas perkara perdata
gugatan kasasi.

S.0.p tentang sop penerimaan perkara perdata
gugatan peninjauan kembali.

S.o.p tentang soppendaftaran perkara perdata
gugatan peninjauan kembali.

S.0.p tentang soppenerimaan memori pk / kontra
memori pk perdata peninjauan kembali.

S.0.p tentang soppencabutan perkara perdata
gugatan peninjauan kembali.

S.o.p tentang sop pengiriman berkas perkara
perdata gugatan peninjauan kembali.

S.o.p tentang sop pemberitahuan putusan perkara
perdata gugatan banding / kasasi / pk.

S.o.p tentang penerimaan permohonan eksekusi riil
perkara perdata gugatan.

S.o.p tentang sop pemanggilan aanmaning.

S.o.p tentang sop pengelolaan surat keluar
kepaniteraan perdata.

S.o.p tentang sop pengelolaan surat masuk
kepaniteraan perdata.

sop pengembalian sisa panjar biaya perkara

S.o.p tentang sop permohonan eksekusi lelang
perdata.

S.o.p tentang sop panggilan sidang delegasi masuk.
S.o.p tentang sop panggilan sidang delegasi keluar.
S.o.p tentang sop permohonan sita eksekusi perkara
perdata.

S.o.p tentang permohonan konsinyasi.

Sop penerimaan perkara pidana biasa
(dewasa/anak).

Sop penerimaan perkara pidana singkat,

31



10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
. Soppermohonan diversi perkara pidana anak.

4. KEPANITERAAN 15
HUKUM

o N en Bl > W=

10.

11.

S.o.p pendaftaran berkas perkara pidana singkat
S.o0.p penanganan register perkara pidana singkat.
Sop penerimaan berkas perkara pidana acara
pemeriksaan cepat (tindak pidana ringan).

Sop pendaftaran permohonan prapradilan

Sop penerimaan berkas perkara pidana pelanggaran
lalu lintas.

Sop penerimaan permohonan banding perkara
pidana,

S.o.p pendaftaran permohonan banding perkara
pidana,

S.o0.p pencabutan permohonan banding,

S.0.p penerimaan memori / kontra memori banding
perkara pidana,

S.o.p penerimaan berkas banding perkara pidana.
Sop penerimaan permohonan kasasi perkara pidana,
S.o.p pendaftaran permohonan kasasi

S.o0.p pencabutan permohonan kasasi,

S.0.p penerimaan memori / kontra memori kasasi,
S.o0.p pengiriman berkas kasasi.

Sop penerimaan permohonan peninjauan kembali
(pk),

S.op. Pengiriman permohonan peninjauan kembali
(pk).

Sop penerimaan permohonan grasi,

S.o.p pengiriman berkas grasi.

S.o.ppenerimaan permohonan perpanjangan
penahanan pasal 25 ayat (2) jo pasal 21 ayat (4)
kuhap, s.o.p penerimaan permohonan perpanjangan
penahanan pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) kuhap tahap
satu dan dua.

Sop permohonan ijin / persetujuan penggeledahan.
Sop permohonan ijin / persetujuan penyitaan.

S.o.p tentang pengelolaan surat masuk.

S.o.p tentang pengelolaan surat keluar.

S.o.p tentang pembuatan laporan bulanan.
S.o.p tentang pembuatan laporan 4 bulanan.
S.o.p tentang pembuatan laporan 6 bulanan.
S.o.p tentang pembuatan laporan tahunan

S.o.p tentang pengarsipan berkas perkara

S.o.p tentang surat keterangan tidak pernah dicabut
hak pilihnya dan tidak sedang menjalani pidana
penjara.

S.o.p tentang klarifikasi surat masuk pengaduan.
S.0.p tentang penanganan meja pengaduan
klarifikasi surat pengaduan.

S.0.p tentang penanganan meja pengaduan
pembuatan surat keputusan pemeriksaan
pengaduan.
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5. SUB BAGIAN
PERENCANAAN, TI
& PEAPORAN

6. SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN &
ORTALA

7. SUB BAGIAN
UMUM &
KEUANGAN

23

21

12. S.o.p tentang pengesahan akta notaris.

13. S.o.p tentang pelayanan informasi prosedur biasa.
14. S.o.p tentang pelayanan informasi prosedur khusus.
15. S.o.p tentang pelayanan kerjasama posbakum.

1. Sop perencanaan daftar isian pelaksanaan anggaran
(dipa)
Sop pengajuan revisi pok (dipa)
Sop perawatan sipp/cts
Sop pengelolaan website
S.o0.p perawatan dan mengatasi permasalahan
jaringan
S.o.p peliputan dan penginputan website
S.o0.p penghimpunan laporan
Sop surat masuk dan surat keluar
Sop daftar urut
Sop bezzetting
Sop absensi hakim / pegawai
Sop pembuatan surat keputusan
Sop kenaikan pangkat
Sop kenaikan gaji berkala.
Sop pengusulan cpns menjadi pns.
Sop pensiun dan purnabakti
. Sop cuti pegawai / hakim.
Sop sasaran kinerja pegawai.
. Sop usulan taspen, karpeg, karis / karsu.
Sop usulan bpjs kesehatan.
. Sop update data pegawai ke dalam aplikasi sikep
Pembuatan surat tugas
Sop hukuman disiplin
Sop usulan pegawai dalam jabatan struktural /
fungsional
18. Sop usulan mutasi
19. Sop pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
20. Sop penghargaan satya lancana karya satya
21. Sop laporan tahunan sub bagian kepegawaian,
organisasi dan tata laksana
22. Sop pengumpulan data lakip sub bagian
kepegawaian, organisasi dan tata laksana
23. Sop penyusunan rencana kerja tahunan (rkt) sub
bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana
1. Sop tentang pengelolaan surat masuk
2. Sop tentang pengelolaan surat masuk khusus sub.
Bag. Umum
3. Sop tentang surat keluar
4. Sop tentang resepsionis ptsp
5. Sop tentang permintaan barang alat tulis kantor
(atk)
6. Sop tentang pengelolaan aplikasi persediaan
(kegiatan harian)
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

8. PANITERA 6
PENGGANTI

PP

9. JURUSITA /JURU 11
SITA PENGGANTI

=) en On o=

= @

Sop tentang pengelolaan aplikasi simak bmn
(kegiatan harian).

Sop tentang pelaporan aplikasi persediaan
semesteran / tahunan.

Sop tentang pengelolaan aplikasi simak bmn
semesteran-tahunan

Sop tentang perawatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana

Sop tentang pengadaan barang alat tulis kantor
(atk).

Sop tentang pengelolaan perpustakaan

Sop tentang penyusuan uraian tugas petugas
kebersihan.

Sop tentang pengadaan barang dan jasa.

Sop tentang kegiatan rapat.

Sop tentang rutin pengemudi.

Sop tentang pembuatan surat keputusan
penggunaan dan penghentian penggunaan bmn.
Sop tentang protokoler penerimaan tamu.

Sop tentang kebersihan kantor.

Sop tentang protokoler pengambilan sumpah
jabatan.

. Sop tentang persemayaman jenasah.

S.0.p persidangan perkara pidana biasa/ anak
S.o.p persidangan perkara pidana cepat

S.o.p persidangan perkara pidana cepat
(pelanggaran lalu lintas)

S.o.p persidangan perkara pidana pra peradilan
S.0.p persidangan perkara perdata gugatan
S.0.p persidangan perkara perdata permohonan
S.o.p pemanggilan sidang perkara perdata.
S.0.p pemberitahuan isi penetapan / putusan
perkara perdata.

S.o0.p pemberitahuan putusan perkara pidana.
S.0.p pemberitahuan peryataan banding / kasasi /
peninjauan kembali perkara perdata.

S.0.p pemberitahuanbanding / kasasi perkara
pidana.

S.o0.p pemberitahuan dan penyerahan memori
banding / kasasi / peninjauan kembali perkara
perdata.

S.o0.p pemberitahuan dan penyerahan memori
banding / kasasi / peninjauan kembali perkara
pidana.

S.0.p pemberitahuan dan penyerahan kontra
memori banding / kasasi / peninjauan kembali
perkara perdata.

S.0.p pemberitahuan dan penyerahan kontra
memori banding / kasasi / peninjauan kembali
perkara pidana.
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10. S.o.p pemberitahuan memeriksa berkas (inzage)
perkara banding.
11. S.o.p panggilan teguran anmaning.

5.Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas | B

No Unit Kerja Jumlah

I. Teknis Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

1 Ketua 6 a)

b)

d)

2 Wakil Ketua 9 a)

b)

Terdiri dari

Memimpin dan bertanggung jawab
atas terselenggaranya tugas
Pengadilan secara baik dan lancar.
Memutuskan Para Hakim Hakim
sebagai Pengawas Bidang tertentu.
Mengawasi administrasi keuangan
perkara dan keuangan dalam DIPA
Melakukan pengawasan secara rutin
terhadap pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan
yang diperlukan baik bagi para Hakim
maupun seluruh Pegawai dan
karyawan.

Melakukan pengawasan atas
Penyelenggaraan peradilan dan
pelaksanaan tugas, para Hakim dan
pejabat Kepaniteraan, Sekretaris,
dan Jurusita. Memimpin pelaksanaan
eksekusi yang berada di wilayah
hukumnya untuk diselesaikan dan
dilaporkan kepada Mahkamah
Agung.

Menetapkan panjar biaya perkara;
(dalam hal penggugat atau tergugat
tidak mampu, Ketua dapat
mengizinkan untuk beracara secara
prodeo atau tanpa membayar biaya
perkara).

Pembagian Perkara Perdata
Permohonan dan Pidana Singkat /
Tindak Pidana Ringan dan Tindak
pidana Lalu lintas;

Mengeluarkan Penetapan Penyitan,
Pengledahan dan Perpanjangan
Penahanan yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum dan atau Penyidik;
Mengeluarkan Izin / Penetapan Sita;
Koordinator tugas-tugas Pengawasan
Bidang, Solusi tunggakan Minutasi
Hal, pembenahan Arsip;

Keterangan

Revisi tanggal
11-09-2017

Efektif tanggal

12-09-2017

Revisi tanggal
11-09-2017

Efektif tanggal

12-09-2017
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3 Hakim

4 Panitera

a)

b)

a)

b)

c)

d)

e)

Pengawasan Bidang Keuangan, baik
keuangan Hal maupun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(DIPA) Tahun Anggaran perjalan;
Pengawasan Disiplin Pegawai dan
Bimbingan terhadap Hakim,
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
dalam kaitannya dengan
kemampuan tehnis Yudisil dan
Administrasi :

Melaksanakan tugas sebagai Ketua
BAPERJAKAT.

Melaksanakan tugas sebagai Ketua
Tim Pengawas Absen.

Melaksanakan tugas Ketua apabila
Ketua berhalangan

Membantu pimpinan pengadilan
dalam membuat program kerja
jangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanakan dan
pengorganisasiannya.
Melaksanakan  pembinaan  dan
pengawasan bidang-bidang tertentu
yang  telah ditentukan dan
melaporkan kepada Pimpinan
Pengadilan.

Menetapkan hari sidang
Mengadakan pemeriksaan setempat.
Menerima, memeriksa, dan
memutuskan perkara

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di
bidang teknis.

Pelaksanaan pengelolaan
administrasi perkara perdata.
Pelaksanaan pengelolaan
administrasi perkara pidana.
Pelaksanaan pengelolaan
administrasi perkara khusus.
Pelaksanaan pengelolaan
administrasi perkara, penyajian data
perkara, dan transparansi perkara.
Pelaksanaan pengelolaan
administrasi keuangan yang berasal
dari APBN dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan dan

Revisi tanggal
11-09-2017

Efektif tanggal

12-09-2017

Revisi tanggal
11-09-2017

Efektif tanggal

12-09-2017
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5 Panitera Muda Pidana

16

g)
h)

a)

b)

c)

d)

h)

)

k)

perundang-undangan, minutasi,
evaluasi dan administrasi
kepaniteraan.

Pelaksanaan mediasi.

Pembinaan teknis kepaniteraan dan
kejurusitaan.

Pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Ketua Pengadilan
Negeri.

Pelaksanaan pemeriksaan dan
penelaahan kelengkapan berkas
perkara pidana.

Pelaksanaan  registrasi  perkara
pidana.

Pelaksanaan penerimaan
permohonan  praperadilan  dan
pemberitahuan kepada termohon.
Pelaksanaan distribusi perkara yang
telah di register untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim
berdasarkan penetapan
penunjukkan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan.

Pelaksanaan penghitungan,
penyiapan dan pengiriman
penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan
penangguhan penahanan.
Pelaksanaan penerimaan
permohonan ijin penggeledahan dan
ijin penyitaan dari penyidik.
Pelaksanaan penerimaan kembali
berkas perkara yang sudah diputus
dan di minutasi.

Pelaksanaan  pemberitahuan isi
putusan tingkat pertama kepada
para pihak yang tidak hadir.
Pelaksanaan penyampaian
pemberitahuan isi putusan tingkat
banding, kasasi dan peninjauan
kembali pada para pihak.
Pelaksanaan penerimaan dan
pengiriman berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan
peninjauan kembali.

Pelaksanaan pengawasan terhadap
pemberitahuan isi putusan upaya
hukum kepada para pihak dan

Revisi tanggal
11-09-2017

Efektif tanggal

12-09-2017
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6 Panitera Muda Perdata

14

menyampaikan relaas penyerahan isi
putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan  pemberitahuan isi
putusan, upaya hukum kepada jaksa
penuntut umum dan terdakwa.

m) Pelaksanaan penerimaan

n)

o)

p)

q)

a)

b)

d)

h)

permohonan eksekusi.

Pelaksanaan penyimpanan berkas
perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan penyerahan berkas
perkara yang sudah berkekuatan
hukum tetap kepada Panitera Muda
Hukum.

Pelaksanaan urusan tata usaha
kepaniteraan.

Pelaksanaan  fungsi lain  yang
diberikan oleh Panitera.

Pelaksanaan pemeriksaan dan
penelaahan kelengkapan berkas
perkara perdata.

Pelaksanaan  registrasi  perkara
gugatan dan permohonan.
Pelaksanaan distribusi perkara yang
telah di register untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim
berdasarkan penetapan penunjukan
Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
Pelaksanaan penerimaan kembali
berkas perkara yang sudah di putus
dan di minutasi.

Pelaksanaan  pemberitahuan isi
putusan tingkat pertama kepada
para pihak yang tidak hadir.
Pelaksanaan penyampaian
pemberitahuan  putusan tingkat
banding, kasasi dan peninjauan
kembali pada para pihak.
Pelaksanaan penerimaan dan
pengiriman berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan
peninjauan kembali.

Pelaksanaan pengawasan terhadap
pemberitahuan isi putusan upaya
hukum kepada para pihak dan
menyampaikan relaas isi putusan

Revisi tanggal
11-09-2017

Efektif tanggal

12-09-2017
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kepada Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung.

Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
Pelaksanaan penerimaan
permohonan eksekusi.

Pelaksanaan penyimpanan berkas
perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan penyerahan berkas
perkara yang sudah berkekuatan
hukum tetap kepada Panitera Muda
Hukum.

m) Pelaksanaan urusan tata usaha

kepaniteraan.

n) Pelaksanaan fungsi lain  yang
diberikan oleh Panitera.

7 Panitera Muda Hukum 8 a) Pelaksanaan pengumpulan, Revisi tanggal
pengelolaan dan penyajian data 11-09-2017
perkara.

b) Pelaksanaan  penyajian  statistik Efektif tanggal
perkara. 12-09-2017
c) Pelaksanaan penyusunan dan
pengiriman pelaporan perkara.
d) Pelaksanaan penataan,
penyimpanan dan pemeliharaan
arsip perkara.
e) Pelaksanaan kerjasama dengan arsip
daerah untuk penitipan berkas
perkara.
f) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan
dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan  dengan  transparansi
perkara.
g) Pelaksanaan penghimpunan
pengaduan dari masyarakat,
hubungan masyarakat dan ;
h) Pelaksanaan fungsi lain  yang
diberikan oleh Panitera.

8 Panitera Pengganti 9 a) Membantu Hakim dalam Reuvisi tanggal
persidangan perkara pidana dan 11-09-2017
perdata.

b) Mengikuti dan mencatat jalannya Efektif tanggal
persidangan. 12-09-2017
c¢) Menyusun dan menandatangani
berita acara persidangan dan
putusan.
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9

Juru Sita / JSP

d)

e)

f)

g)

h)

a)

b)

<)

d)

Membantu Hakim membuat
penetapan hari sidang.

Menata membundel berkas yang
diminutasi.

Melaporkan kepada Panitera Muda
Pidana dan Perdata untuk dicatat
dalam register tentang perkara yang
sudah diputus dan amarnya.
Melaporkan kepada Panitera Muda
Pidana dan Perdata tentang
penundaan siding untuk dicatat
dalam register.

Menyerahkan berkas perkara pada
Panitera Muda Pidana dan Perdata
yang telah selesai diminutasi yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Mengisi SIPP.

Memberitahukan Relas panggilan
kepada para pihak yang berperkara.
Memberitahukan Relas putusan
kepada pihak yang berperkara.
Memberitahukan aanmaning kepada
para pihak yang kalah dalam perkara.
Melaksanakan eksekusi.

Revisi tanggal
11-09-2017

Efektif tanggal

12-09-2017

“ Non Teknis Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

1

2

Sekretaris

Kasubbag. Umum dan
Keuangan

7

18

a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

a)

Penyiapan bahan pelaksanaan
urusan perencanaan program dan
anggaran.

Pelaksanaan urusan kepegawaian.
Pelaksannan urusan keuangan.
Penyiapan bahan pelaksanaan
penataan organisasi dan tata laksana.
Pelaksanaan pengelolaan teknologi
informasi dan statistik.

Pelaksanaan urusan surat menyurat,
arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan
masyarakat, dan perpustakaan.
Penyiapan bahan pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan
dilingkungan kesekretariatan

Pengadilan Negeri Kelas | B.

Menertibkan tata persuratan,
menertibkan penandatanganan surat

Revisi tanggal
11-09-2017

Efektif tanggal

12-09-2017

Revisi tanggal
11-09-2017
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b)

d)

h)

dinas, menertibkan penggunaan cap
dinas.

Peningkatan administrasi
pembukuan dan penataan dokumen
kelengkapan, membuat laporan
semesteran, membuat laporan
tahunan, rekonsiliasi barang
inventaris (BMN), memutakhirkan
daftar isi ruangan (DIR).

Peningkatan pemeliharaan barang
inventaris dan mesin, meubelair,
komputer dan printer, AC split,
Laptop, mesin rumput, pompa air,
pencucian peralatan sidang.
Peningkatan penertiban  barang
penggunaan inventaris, membuat
kode nomor barang inventaris
barang, membatasi pemakaian
listrik, telepon dan fax, pemelihara
kendaraan dinas roda empat,
pemelihara kendaraan dinas roda
dua, memperpanjang STNK
kendaraan dinas.

Peningkatan pengadaan barang
inventaris, melaksnakan pengadaan
barang inventaris, melaksanakan
pengadaan kebutuhan sehari-hari,
melaksanakan  pengadaan  ATK,
melaksanakan pengelolaan biaya
pos.

Peningkatan penataan tata ruang
kantor, melaksanakan penataan dan
pemeliharaan ruang kantor dan
halaman, memelihara ketertiban
kebersihan dan keindahan (K3)
kantor dan halaman dilaksanakan
oleh semua pegawai pada hari
Jum’at, menjaga keamanan dan
ketertiban lingkungan kantor.
Peningkatan pengelolaan
perpustakaan, memberi nomor dan
label buku, melayani peminjaman
buku.

Peningkatan  pelaksanaan  arsip
dinamis yang mantap, mengelola
surat masuk, mengelola surat keluar,
menata dan mengarsipkan surat
masuk dan keluar.

Efektif tanggal

12-09-2017
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i)

k)

Peningkatan pendataan tata
protokoler dan humas,
melaksanakan kegiatan
keprotokoler, menjalin kerjasama
lintas sektoral.

Peningkatan pengawasan,
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
perilaku staf umum dan keuangan.
Peningkatan penyusunan rencana
pengguna anggaran DIPA 2018,
menginvetarisasi rencana kegiatan
seluruh bidang,
menyusun/mengalokasikan
anggaran per sub kegiatan.
Peningkatan efisiensi dan efektifitas
realisasi anggaran, membuat rencana
pembelanjaan bulanan,
mengalokasikan anggaran sesuai
dengan petunjuk operasional
kegiatan (POK).

m) Peningkatan pengelolaan

o)

p)

q)

administrasi keuangan,
melaksanakan administrasi SIMAK,
melaksanakan pembukuan,
membuat pertanggungjawaban.
Peningkatan pelaksanaan laporan
keuangan, melakukan rekonsiliasi ke
KPPN.

Mengirimkan laporan, membuat
laporan keadaan kredit anggaran
rutin ( LKKR ) dan laporan register
penutupan buku kas umum ( LRPBKU
) ke Sekretaris Mahkamah Agung,
membuat laporan triwulan ke Biro
Perencanaan MARI, membuat
laporan semester ke Biro
Perencanaan, membuat laporan
tahunan ke Biro Keuangan.
Peningkatan  rencana  anggaran
keuangan untuk tahun 2018,
menghimpun data dan kebutuhan
untuk anggaran tahun 2018,
mengusulkan  Rencana  kegiatan
anggaran kementrian/lembaga (
RKAKL ).

Peningkatan penataan dokumen
keuangan, menghimpun, menyusun
dokumen keuangan vyang telah
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dipertanggungjawabkan,

membundel laporan  keuangan,

mengarsipkan dokumen dan bundel

laporan.
Peningkatan pengawasan,
mengadakan evaluasi terhadap

pelaksanaan tugas dan perilaku staf
urusan umum dan keuangan.

3 Kasubbag. 8 a) Mengelola/menata file kepegawaian. Revisi tanggal
Kepegawaian,Tata Laksana b) Mencatat setiap perubahan data 11-09-2017
dan Organisasi kepegawaian sesuai data terkhir

dalam buku induk pegawai. Efektif tanggal
c) Menyajikan data statistik 12-09-2017
kepegawaian pada papan visual yang
meliputi data DUK, data kendali
pegawai dan struktur organisasi.
d) Membuat dan  menyampaikan
laporan kepegawaian.
e) Menginput data pegawai ke SIMPEG
dan SAPK.
f) Menginput absensi pegawai ke
aplikasi KOMDANAS.
g) Peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
h) Peningkatan pelayanan  urusan
kepegawaian dan kesejahteraan
pegawai.

4 Kasubbag. 5 a) Membuat laporan tahunan Revisi tanggal
Perencanaan,Teknologi b) Menyusun RKA-KI. TOR ,dan RAB 11-09-2017
Informasi dan Pelaporan c) Menyusun Laporan SAKIP

d) Memonitoring Akses Internet Efektif tanggal
e) Memonitoring Aplikasi SIPP dan 12-09-2017
Direktori Putusan
5 Staf Umum dan Keuangan 16 a) Peningkatan penertiban. Revisi tanggal
b) Peningkatan administrasi, 11-09-2017
pembukuan dan penataan dokumen
perlengkapan. Efektif tanggal
c) Peningkatan pemeliharaan barang 12-09-2017
inventaris.
d) Peningkatan penertiban  barang
penggunaan inventaris.
e) Peningkatan pengadaan barang
inventaris.
f) Peningkatan penataan tata ruang
kantor.
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g)

h)

)
k)

Peningkatan pengelolaan
perpustakaan.

Peningkatan  pelaksanaan  arsip
dinamis yang baik dan benar.
Peningkatan pendataan tata
protokoler dan humas.

Peningkatan pengawasan.
Peningkatan penyusunan rencana
penggunaan anggaran DIPA 2018.
Peningkatan efisiensi dan efektifitas
realisasi anggaran.

Peningkatan pengelolaan
administrasi keuangan.

n) Peningkatan pelaksanaan laporan
keuangan.

o) Peningkatan rencana  anggaran
keuangan untuk tahun 2018.

p) Peningkatan penataan dokumen
keuangan.

6 Staf Kepegawaian,Tata a) Peningkatan pengelolaan dan Revisi tanggal
Laksana dan Organisasi informasi kepegawaian. 11-09-2017

b) Peningkatan kualitas sumber daya
TEEE, Efektif tanggal
c) Peningkatan pembinaan melalui 12-09-2017
pengembangan karir pegawai.
d) Peningkatan pelayanan  bagian
kepegawaian dan kesejahteraan
pegawai.

7 Staf a) Peningkatan perencanaan bidang Revisitanggal
Perencanaan,Teknologi sarana dan prasarana. 11-09-2017
Informasi dan Pelaporan b) Menyusun program kerja tahun

anggaran DIPA 2018. Efektif tanggal
c) Peningkatan pengelolaan teknologi 12-09-2017
informasi.
d) Memeriksa kelengkapan data
perkara pidana, dan perdata di SIPP
e) Pemeliharaan Peralatan Teknologi
Informasi
f) Peningkatan dan menyempurnakan
pelaporan.
g) Melakukan Sinkronisasi Aplikasi SIPP
ke server Pusat dan SIPP Web
h) Mengup-date Website
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6. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Praya Kelas Il

No Unit Kerja
| SOP TEKNIS
1 Hakim

2 Kepaniteraan Pidana

Jumlah

24

Terdiri dari

1. SOP Persidangan Perkara Pidana
Biasa.

2. SOP Persidangan Perkara Pidana
Anak.

3. SOP Persidangan Perkara Pidana
Cepat (Tipiring).

4. SOP Persidangan Perkara Pidana
Cepat (Lalu Lintas).

5. SOP Persidangan Perkara Pidana
Praperadilan

6. SOP Persidangan Perkara Perdata
Permohonan

7. SOP Hakim Pengawas Bidang.

1. SOP Pendaftaran Perkara Pidana

2. SOP Pidana Singkat

3. SOP Pendaftaran Pidana Cepat

4. SOP Pendaftaran Peradilan

5. SOP Pencabutan Banding

6. SOP Pedaftaran Permohonan
Banding

7. SOP Pendaftaran Pidana Lalu
Lintas

8. SOP Permohonan Penerimaan
Banding

9. SOP Pengiriman Banding

10.Penerimaan  Kontra  Memori
Banding

11.SOP Pencabutan Kasasi

12.SOP Pendaftaran Permohonan
Kasasi

13.SOP Penerimaan Memori Kasasi

14.SOP Pengiriman Kasasi

15.SOP Pendaftaran Permohonan PK

16.SOP Penerimaan Permohonan PK

17.SOP Pengiriman Berkas PK

18.SOP Penerimaan Berkas Grasi

19.SOP Pengiriman Berkas Grasi

20.SOP Permohonan Penahanan
Pasal 25

21.SOP Permohonan penahanan
Pasal 29 Ayat

22.SOP Permohonan Persetujuan
Sita

23.SOP Pendaftaran Permohonan
Persetujuan geledah

Keterangan
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24.SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi
3  Kepaniteraan Perdata 14 1. SOP Penerimaan Dan
Pendaftaran Perkara Perdata
permohonan
2. SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Permohonan
3. SOP Penerimaan Dan Perkara
perdata gugatan
4. SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Gugatan
5. SOP Penerimaan Dan
Pendaftaran Perkara Perdata
Gugatan Sederhana
6. SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Gugatan
Sederhana
7. SOP Penerimaan dan
pendaftaran perkara Perdata
Gugatan Banding
8. SOP Penerimaan Dan
Pendaftaran Perkara perdata
Gugatan kasasi
9. SOP penerimaan Dan
Pendaftaran perkara Perdata
gugatan peninjauan Kembali
10.SOP penerimaan berkas Perkara
Perdata gugatan/permohonan
Prodeo
11.SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata Gugatan
banding /kasasi/Peninjauan
kembali
12.SOP Penanganaan Surat masuk
kepaniteraan perdata
13.SOP penanganan Surat keluar
Kepaniteraan Perdata
14.SOP Penerimaan Dan
Pendaftaran Permohonan
Eksekusi Perdata Gugatan
SOP Pengelolaan Surat Masuk
SOP Pengelolaan Surat keluar
SOP Pembuatan Laporan bulanan
SOP Laporan pembutan Empat
bulan
5. SOP Laporan Pembuatan
Semester ( 6 Bulanan )
6. SOP Pembutan Laporan Tahunan
SOP Pengarsipan Berkas Perkara
8. SOP Pelayanan Pengaduan

4  Kepaniteraan Hukum 13

P W=

>
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5 Panitera Pengganti

6  Jurusita / Jurusita
Pengganti

11

9. SOP Pengesahan Akta Notaris
10.SOP Pelayanan informasi

Prosedur Biasa

11.SOP Pelayanan Informasi

Prosedur Khusus

12.SOP Pencatatan Urusan Urusan
13.SOP Pelayanan pos bantuan

hokum

. SOP Persidangan Perkara Pidana

Biasa/Anak.

. SOP Persidangan Perkara Pidana

Cepat.

. SOP Persidangan Perkara Pidana

Lalu Lintas.

. SOP Persidangan Perkara Pidana

Praperadilan.

. SOP Persidangan Perkara Pidana

Perdata Gugatan.

. SOP Persidangan Perkara Perdata

Permohonan.

. SOP Pemanggilan Sidang Perkara

Perdata.

. SOP Pemberitahuan Isi

Penetapan/Putusan Perkara
Perdata.

. SOP Pemberitahuan Putusan

Perkara Pidana.

. SOP Pemberitahuan Pernyataan

Banding / Kasasi / Peninjauan
Kembali Pidana.

. SOP Pemberitahuan Pernyataan

Banding / Kasasi / Peninjauan
Kembali Perdata.

. SOP Pemberitahuan dan

Penyerahan Memori Banding /
Kasasi / PK Perkara Perdata.

. SOP Pemberitahuan dan

Penyerahan Memori Banding /
Kasasi / PK Perkara Pidana.

. SOP Pemberitahuan dan

Penyerahan Kontra Memori
Banding/ Kasasi /PK Perkara
Perdata.

. SOP Pemberitahuan dan

Penyerahan Kontra Memori
Banding/ Kasasi /PK Perkara
Pidana.

10.SOP Pemberitahuan Memeriksa

Berkas (inzage) untuk perkara
Banding.
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11.SOP Panggilan Teguran
12.Aanmaning.

] NON TEKNIS
1 Sub Bagian Umum dan 38 1. SOP perencanaan daftar isian
Keuangan Pelaksanaan Anggaran ( Dipa )

2. SOP Pengelolaan Admistrasi
keuangan ( Pembuatan specimen
tanda tangan)

3. SOP Penanganan Surat Masuk
Sub bagian keuanagan

4. SOP penanganan Surat Keluar
Sub Bagian Keuangan

5. SOP Pengelolaan Admistrasi
keuangan Pembuatan kartu
Identitas Pengantar surat
perintah Membayar ( SPM )/
Pengambil Surat Perintah
pencairan dana ( SP2D )

6. SOP Pengajuan Uang Persediaan

7. SOP Penerbitan SPM-LS untuk
belanja Pegawai ( Pembayaran
Gaji Induk)

8. SOP Penerbitan SPM-LS Untuk
Belanja Pegawai ( pembayaran
Uang (lembur)

9. SOP Penerbitan SPM-LS Untuk
Belanja Pegawai Pembayaran
Uang makan)

10.SOP pertanggungjawaban
Dimuka Tunjangan Khusus kinerja
(Remunirasi)

11.Pengelolaan Pendapatan Negara
Bukan Pajak

12.SOP Penerbitan SPM-LS Belanja
Modal

13.SOP Pencairan honor Piket
Posbakum

14.SOP Pencairan Uang Persediaan
Untuk Belanja Barang

15.SOP Pengelolaan Keuang Negara
bendahara pengeluaran

16.SOP Pengelolaan Surat masuk

17.SOP Pemngelaan Surat Masuk
Khusus Sub Bag Umum

18.SOP pengelolaan Surat Surat
Keluar

19.SOP resepsionis

20.SOP Permintaan Barang alat Tulis
kantor (ATK)
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21.SOP Pengelolaan Aplikasi
Persediaan (Kegiatan Harian)

22.SOP Pengelolaan Aplikasi Simak-
BMN (Kegiatan Harian)

23.SOP Pelaporan Aplikasi Persedian
persemester/Pertahun (Kegitan
harian )

24.SOP Pelaporan Aplikasi Simak-
Bmn Persemester Pertahunan

25.SOP perawatan dan
pemeliharaan Sarana Dan
prasarana

26.SOP Pengadaan Barang alat Tulis
kantor (ATK)

27.SOP Pengelolaan Perpustakaan

28.SOP Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan

29.SOP Penyusunan Uraian Tugas
Petugas Kebersihan

30.SOP Pengadaan barang dan jasa

31.SOP Kegiatan Rapat

32.SOP Rutin Pengemudi

33.SOP Pembuatan Surat Keputusan
penggunaan Dan penghentian
penggunaan BMN

34.SOP Keamanan Kantor

35.SOP Protokoler dan penerimaan
tamu

36.SOP Kebersihan Kantor

37.SOP Protokoler pengambilan

Sumpah Jabatan
38.SOP Protokoler Persemayamanan
Jenajah
2  Sub Bagian Organisasi 22 1. SOP Surat Masuk Dan Surat
dan Tata Laksana Keluar

SOP Bezzeting

SOP Daftar Urut Kepangkatan

SOP Daftar Hadir

SOP Pembuatan Surat keputusan

SOP Kenaikan Pangkat

SOP Kenaikan gaji Berkala

SOP Pengusulan Cpns Menjadi

PNS

9. SOP Pensiun Dan Purnabakti

10.SOP Cuti Pegawai/Hakim

11.SOP Sasaran Kinerja Pegawai (
SKP )

12.SOP Usulan
taspen,carpeg,Karis/Karsu

13.SOP Usulan Bpjs Kesehatan

Co = en G > @9 [
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3  Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan

14.SOP Update data pegawai
kedalam Aplikasi Sikep

15.SOP SOP Pembuatan Surat Tugas

16.SOP Hukuman Disiplin

17.SOP Usulan pegawai Dalam
Jabatan Struktural Dan
Fungsional

18.SOP Usulan Mutasi

19.SOP Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah Jabatan

20.SOP Penghargaan Satyalancana
karya satya

21.SOP Laporan Tahunan Sub bagian
kepegawaian

22.SOP Pengumpulan data lakip Sub
Bagian Kepegawaian

1. SOP Perencanaan Daftar isian

Pelaksanaan Anggaran (Dipa)

SOP Pengajuan Revisi Pok (Dipa)

SOP Perawatan Sipp/Cts

SOP Pengelolaan Website

SOP Perawatan dan mengatasi

Permasalahan jaringan

6. SOP Peliputan Dan pengimputan
Website

7. SOP Penghimpunan laporan

8. SOP Penanganan Surat Masuk
Kasubag Perencanaan,Tl,dan
pelaporan

9. SOP Penanganan Surat keluar
Kasubag Perencanaan, Tl,dan
Pelaporan

SR

7. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Dompu Kelas Il

No Unit Kerja
I SOP TEKNIS

1 Kepaniteraan Perdata

Jumlah

30

Terdiri dari

1. SOP Penerimaan Perkara Perdata
Permohonan.

2. SOP Pendaftaran Perkara Perdata
Gugatan.

3. SOP Penanganan Register Perdata
Permohonan.

4. SOP Penerimaan Perkara Perdata
Gugatan.

5. SOP Penanganan Register Perkara
Perdata Gugatan.

6. SOP Penerimaan Perkara Perdata
Gugatan Banding.

Keterangan
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7. SOP Pendaftaran Perkara Perdata
Gugatan Banding.

8. SOP Penerimaan Memori
Banding/ Kontrak Memori
Banding.

9. SOP Pencabutan Perkara Perdata
Gugatan Banding.

10.SOP Pengiriman Perkara Perdata
Gugatan Banding.

11.SOP Pemberitahuan Penetapan
Perkara Perdata Permohonan.

12.SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata Gugatan.

13.SOP Perkara Perdata Gugatan
Verstek.

14.SOP Penerimaan Berkas Perkara
Perdata Gugatan Permohonan
Prodeo.

15.SOP Penerimaan Perkara Perdata
Gugatan Kasasi.

16.SOP Pendaftaran Perkara Perdata
Gugatan Kasasi.

17.SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Kasasi.

18.SOP Pencabutan Perkara Perdata
Gugatan Kasasi.

19.SOP Pengiriman Berkas Perkara
Perdata Gugatan Kasasi.

20.SOP Penerimaan Perkara Perdata
Gugatan Peninjauan Kembali.

21.SOP Pendaftaran Perkara Perdata
Gugatan Peninjauan Kembali.

22.S0P Penerimaan Memori
Peninjauan Kembali / Kontra
Memori  Peninjauan  Kembali
Perdata Peninjauan Kembali.

23.SOP Pencabutan Perkara Perdata
Gugatan Peninjauan Kembali.

24.SOP Pengiriman Berkas Perkara
Perdata Gugatan Peninjauan
Kembali.

25.S0P Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata Gugatan Banding
/ Kasasi / Peninjauan Kembali.

26.SOP Pengelolaan Surat Masuk
Kepaniteraan Perdata.

27.SOP Pengelolaan Surat Keluar
Kepaniteraan Perdata.
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2 Kepaniteraan Pidana

Laporan Tahunan 2018

26

28.SOP Penerimaan Permohonan

Ekseskusi Perkara Perdata
Gugatan.

29.SOP Pendaftaran Permohonan
Eksekusi Perkara Perdata
Gugatan.

30.SOP Pelaksanaan Anmaning Dan
Eksesusi Perkara Perdata
Gugatan.

1. SOP Penerimaan Perkara Pidana
Biasa (Dewasa/Anak)

2. SOP Penerimaan Perkara Pidana
Singkat.

3. SOP Penerimaan Berkas Perkara
Pidana Acara Pemeriksaan Cepat.

4. SOP Pendaftaran Permohona Pra
Pradilan

5. SOP Penerimaan Berkas Perkara
Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

6. SOP Pencabutan Permohonan
Banding

7. SOP Pendaftaran Permohonan
Banding Perkara Pidana

8. SOP Penerimaan Permohonan
Kontra Memori Banding Perkara
Pidana

9. SOP Penerimaan Permohonan
Banding Perkara Pidana

10.SOP Pengiriman Berkas Banding
Perkara Pidana

11.SOP Pendaftaran Permohonan
Kasasi Perkara Pidana

12.SOP Pencabutan Kasasi Perkara
Pidana

13.SOP Penerimaan Memori Kontra
Memori Kasasi Perkara Pidana

14.SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi Perkara Pidana

15.SOP Pencabutan Kasasi Perkara
Pidana

16.SOP Penerimaan Memori Kontra
Memori Kasasi Perkara Pidana

17.SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi Perkara Pidana

18.SOP Pengiriman Berkas Kasasi
Perkara Pidana

19.SOP Pendaftaran Permohonan
Peninjauan Kembali (PK) Perkara
Pidana
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3  Kepaniteraan Hukum

1l
1 Sub Bagian Umum dan
Keuangan

13

14

20.SOP Pengiriman Berkas
Peninjauan Kembali (PK) Perkara
Pidana

21.SOP Penerimaan Permohonan
Grasi Perkara Pidana

22.SOP Pengiriman Permohonan
Grasi Perkara Pidana

23.SOP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan

24.SOP Permohonan ljin Ersetujuan
Penggeledahan

25.SOP Permohonan ljin Prsetujuan
Penyitaan

26.SOP Penerimaan Permohonan

Peninjauan Kembali (PK) Perkara

Pidana

SOP Pengelolaan Surat Masuk

SOP Pengelolaan Surat Keluar

SOP Pembuatan Laporan Bulanan

SOP Pembuatan Laporan 4

(empat) Bulanan

5. SOP Pembuatan Laporan 6
(enam) Bulanan

6. SOP Pembuatan Laporan Tahunan

SOP Pengarsipan Berkas Perkara

8. SOP Surat Keterangan Tidak
Pernah Dicabut Hak Pilihnya Dan
Tidak Sedang Menjalani Pidana
Penjara

9. SOP Pelayanan Pengaduan

10.SOP Pengesahan Akta Notaris

P W=

>

11.S0P Pelayanan Informasi
Prosedur Biasa
12.50P Pelayanan Informasi

Prosedur Khusus
13.SOP Pelayanan Posbakum

NON TEKNIS

SOP Pengelolaan Surat Masuk

SOP Pengiriman Surat

SOP Recepsionis

SOP permintaan Barang

SOP Pelaporan barang

persediaan

6. SOP Pelaporan Barang Milik
Negara

7. SOP Pelaporan aplikasi
persediaan
persemester/pertahun

gm0 Y =
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8. SOP Pelaporan aplikasi SIMAK-
BMN semesteran & tahunan

9. SOP Pemeliharaan dan
Perawatan sarana dan prasarana

10. SOP Pengadaan alat tulis kantor

11. SOP Pengelolaan perpustakaan

12. SOP Penyusunan rencana kerja
tahunan

13. SOP Penyusunan uraian tugas
pengamanan dan petugas

kebersihan
14. SOP Pengadaan barang dan jasa
2  Sub Bagian Organisasi 21 1. SOP Surat Masuk Dan Surat
dan Tata Laksana Keluar

SOP Bezzeting
SOP Daftar Urut Kepangkatan
SOP Daftar Hadir
SOP Pembuatan Surat keputusan
SOP Kenaikan Pangkat
SOP Kenaikan gaji Berkala
SOP Pengusulan Cpns Menjadi
PNS
9. SOP Pensiun Dan Purnabakti
10.SOP Cuti Pegawai/Hakim
11.SOP Sasaran Kinerja Pegawai (
SKP )
12.SOP Usulan
taspen,carpeg,Karis/Karsu
13.SOP Usulan Bpjs Kesehatan
14.SOP Update data pegawai
kedalam Aplikasi Sikep
15.SOP SOP Pembuatan Surat Tugas
16.SOP Hukuman Disiplin
17.SOP Usulan pegawai Dalam
Jabatan Struktural Dan
Fungsional
18.SOP Usulan Mutasi
19.SOP Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah Jabatan
20.SOP Penghargaan Satyalancana
karya satya
21.SOP Laporan Tahunan Sub bagian
kepegawaian
3  Sub Bagian 8 1. SOP Perencanaan Daftar isian
Perencanaan, Teknologi Pelaksanaan Anggaran (Dipa)
Informasi dan Pelaporan SOP Pengajuan Revisi Pok (Dipa)
SOP Perawatan Sipp/Cts
SOP Pengelolaan Website
SOP Perawatan dan mengatasi
Permasalahan jaringan
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6. SOP Peliputan Dan penginputan
Website

7. SOP Penghimpunan laporan

8. SOP Penanganan Surat Masuk
Kasubag Perencanaan,Tl,dan
pelaporan

SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2011 tentang
Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang mana sasaran kerja pegawai
merupakan salah satu unsur didalam Penilaian Prestasi Kerja PNS,
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menyusun sasaran kerja

pegawai tahun 2018 untuk masing-masing jabatan sebagai berikut :

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

I

1.  Ketua 10
2.  Wakil Ketua 7
3. Hakim Tinggi (I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH) 7
4. Hakim Tinggi (FARID FAUZI,SH) 7
5. Hakim Tinggi (MUHAMMAD LEGOWO,SH) 7
6. Hakim Tinggi (CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH) 7
7. Hakim Tinggi (1 GUSTI LANANG DAUH, S.H.M.H) 7
8. Hakim Tinggi (WAHYUNI, SH) 7
0. Hakim Tinggi (ELFI MARZUNI, SH., MH 7
10.  Hakim Tinggi (I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H) 7
11.  Hakim Tinggi (MAJEDI HENDI SISWARA, SH) 7
12.  Hakim Tinggi (RR. SURYOWATI, SH) 7
13.  Hakim Tinggi (ENCEP YULIADI,SH,MH) 7
14.  Hakim Tinggi (| NYOMAN SOMANADA, SH. MH) 7
15. Hakim Tinggi (MINIARDI, S.H) 7
16.  Hakim Tinggi (| WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH) 7
17.  Hakim Tinggi (HADI SISWOYO, SH.MH) 7
18. Hakim Tinggi (UNGGUL AHMADI, SH.MH) 7
19.  Hakim Tinggi (ADI H. YULIANTO, SH.MH) 7
20. Hakim Tinggi (NOOR EDI YONO, SH.,MH) 7
21. Hakim Tinggi Ad Hoc (Sutrisno, SH) 7
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49,
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Hakim Tinggi (Sarwoko, SH)
Panitera

Sekretaris

Wakil Panitera

Kabag Umum dan Keuangan

Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
Panmud Perdata

Panmud Pidana

Panmud Hukum

Panmud Pidana Khusus

Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga
Kasubbag Renprog dan Anggaran
Kasubbag Kepegawaian dan IT

PP (RIANTO,SH)

PP (SYAHBUDDIN SALEH,SH)

PP (WIWIK HARYANI, SH)

PP (KEMIN, SH)

PP (RUD ADOLFINA, SH)

PP (PUTU DALTON, SH)

PP (WAHYUDI,SH)

PP (SIBAHUDDIN, SH)

PP (SUTARSIH, Sm.Hk)

PP (JUMAAH)

PP (IDA KETUT PATRA)

PP (I NYOMAN MURDANA)

PP (I WAYAN ARDANA,Sm.Hk)

PP (YULI ZAENAH)

PP (NI KETUT PADMASARI)

PP (I WAYAN BAGUS PARTAMA,SH)
PP (FATHURRAHMAN,S.Sos.,SH)
Staf (BUDIARTHO, S.IP)

Staf (KAKANG ERMIN RAHADI, SH)
Staf (TRI RATNA FEBRIANA, SE)
Staf (MUHAMMAD KADHAFI, SE)
Staf (M. SURYADI ALAMSYAH, S.IP)
Staf (SRI WALUYO, SE)

Staf (IKHSAN SUHARYADI, S.Kom)
Staf (EKA YULIYANTI,S.Kom)

Staf (FATMAWATI, SE)

Staf (DITTA DIRTYA PRATIWI)

Staf (ICHWAN SETIAWAN, ST)

Staf (NI MADE PUTRI DWI KESATRIANINGSIH, AMd)

Staf (MULIATI, A.Md)
Staf (MEGA RANI TIARA SATRIAWAN, SH)

Staf (NI KADEK DESY FEBRIYANTINI)
Staf (SALEH)
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69. Staf (KEMAH) 6

70. Staf (SATRIA BUANA, A.Md) 10
71. Staf (MOH.HERY YUDISTIAWAN, A.Md) 8
72.  Staf (R.B. MUCH. ALIEF ARDIYA WIENATA) 7
73.  Staf (NI NYOMAN ARYANI) 7
74. Staf (SUPRINADI) 13
75. Staf (MUHAMAD MURSIDI) 6

2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Negeri Mataram Kelas | A

JUMLAH
SASARAN KERJA PEGAWAI KEGIATAN KETERANGAN
TAHUN 2018

1 2 3 4

| Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A

1 Ketua 9
H. ISNURUL SYAMSUL ARIF, S.H.,M.Hum.

2 Wakil Ketua 6
SURADI, S.H.,S.So0s.,M.H.

3 Hakim 7
ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H.,M.H.

4  Hakim 7
MOTUR PANJAITAN, S.H.

5 Hakim 7
H. DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H.

6  Hakim 7
YULI ATMANINGSIH, S.H.,M.Hum.

7 Hakim 8
RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.

8  Hakim 7
A.A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H.,M.Hum

9 Hakim 8
GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H.

10 Hakim 6
FERDINAND M. LEANDER, S.H.,M.H.

11  Hakim 8
HIRAS SITANGGANG, S.H.,M.M.

12  Hakim 7
MOHAMAD IQBAL BASUKI W., S.H.

13  Hakim 7
KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

14  Hakim 8
TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,M.H.

15  Hakim 7

| WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Hakim

ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H.
Hakim

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.,MH.
Panitera

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.
Sekretaris

IDA WAYAN JELANTIK, S.H.
Panitera Muda Hukum

Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH
Panitera Muda Pidana

DEWA KETUT WIDHANA, SH

Panitera Muda Perdata
M. SUBARI, SH
Panitera Muda Khusus Tipikor

SUGENG IRFANDI, SH

Panitera Muda Khusus PHI

I.G.A.N. SUWARNINGSIH, SH

KASUBBAG. Umum dan Keuangan
BAMBANG IRFANDI

KASUBAG. Perencanaan, Teknologi Informasi

dan Pelaporan

BAIQ DEWI ANGGRAINI, S.E.,S.H.
KASUBAG. Kepegawaian Ortala
OKTAVIYANTO SETIAWAN, S.E.

Panitera Pengganti
NURDIANA

HUSEIN

| PUTU SURYAWAN, SH
YULINA ADRIANTY, SH
TAUFIKURRAHMAN, SH

IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH
WIRYAWAN, SH

DICKY ADITYA HERWINDO, SH.,MH
AGUS SUSANTIJO

RUSLIN, S.H.

BAHARANSYAH, S.H.

RAMLI HIDAYAT, S.H.,M.H.
TASWIIYANTI, S.H.

NETTY SULFIANI, S.H.
IRFANULLAH, S.H.,M.H.

SRI INDRAWATI, S.H.

NINING MUSTIHARI, S.H.
Jurusita

ABDUL WAHAB, S.H.

Jurusita
ABDURRAHIM, S.H.

Jurusita

11

21

19

13

11

12

24

17

14

11

10

12
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HARY SUPRIANTO, S.H.

32 Jurusita 9
| GEDE GIRI
33  Jurusita 10
| KOMANG SUTEJA
34 Jurusita 9
HASSANUDIN
35  Jurusita Pengganti 19
SRI RAEHAN, S.E.
36  Jurusita Pengganti 16
TOHARUDIN, S.H.
37  Jurusita Pengganti 5
SURIP PRIATMOJO
38  Jurusita Pengganti 8
HARDIAN SAKTI, S.E.
39  Jurusita Pengganti 15
WIRA FOURRAHMAN, S.H.
41  Jurusita Pengganti 7
RAHMIATI SATIMAH
42  Jurusita Pengganti 13
SRI BUDI DARMAWATI, S.E.
43 Staf 5
REGINA HILDARIA TOBING, S.E.
44 Staf 6
DIAN PURNAMASARI, S.T
45 Staf 7
JAROT SUJATMIKO, S.E.
46 Staf 9
SELVINA WISYE VEERMAN
47 Staf 7
LAELA MULIANI
48 Staf 4
APRILIYANA HASRI, A.M.d
49 Staf 7
NURHASANAH
50 Staf 8

BAIQ INDARYANI

3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Negeri Selong Kelas | B

WARI JUNIATI, SH., MH. KETUA
2 CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.,MH. WAKIL 6
3 ANTON BUDISANTOSO, SH. MH. HAKIM 7
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ERNI PRILIAWATI, SH., SE.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum

YAKOBUS MANU, SH.

ERWIN HARLOND PALIYAMA, SH.

GALIH BAWONO, SH., MH.
DEWI SANTINI, SH., MH

TIMUR AGUNG HUGROHO, SH.
| DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.

MASYKUR, S.IP
HIKMAWATI, SH.
AZHAR, SH.
ZOHDIN, SH.

RUSKI, SH.

L. MUHAMMAD PARMAN, SH

HASTA PRAKARSA P, SE.

MUKHTAR, SH.

HARUN, SH

DRS. H. RAUHIN, SH.

YULIANI

JOHARIAH

SALIM MA’RIP

L. ARFIAN MAHFIZ, SH.

| KOMANG LANUS, SH. MH.

| WAYAN SUHENDA
MOH. IHSAN
MASUJUD

NALIP KARMA, SH.
SUKIRMAN
SUWARNO

HISBUL WATHONI
BAIQ PARIDAH
AHMAD SALABI, SH.
TRI'IRVIANI ARTINI, SH
RUDI ISLAM, A.Md.
LALU ARIAN HAPDI
YOGI HADISASMITHA
ALFIAN KHALID, A.Md.
MARGARENA JALENDRA P.
ROHAENI, SH.

HARRY KUSUMA, SH.

HAKIM

HAKIM

HAKIM

HAKIM

HAKIM

HAKIM

HAKIM

PANITERA
SEKRETARIS

PANMUD PIDANA
PANMUD PERDATA
PANMUD HUKUM
KASUBAG
KEPEGAWAIAN DAN
ORTALA

KASUBAG KEUANGAN
DAN UMUM
KASUBAG
PERNCANAAN, IT DAN
PELAPORAN
PANITERA
PENGGANTI
PANITERA
PENGGANTI
PANITERA
PENGGANTI
PANITERA
PENGGANTI
PANITERA
PENGGANTI
PANITERA
PENGGANTI
PANITERA
PENGGANTI
PANITERA
PENGGANTI
JURUSITA

JURUSITA

JURUSITA PENGGANTI
JURUSITA PENGGANTI
JURUSITA PENGGANTI
JURUSITA PENGGANTI
JURUSITA PENGGANTI
JURUSITA PENGGANTI
JURUSITA PENGGANTI
JURUSITA PENGGANTI
JURUSITA PENGGANTI
JURUSITA PENGGANTI
JURUSITA PENGGANTI
STAF

STAF

STAF

STAF

NN N NN NN
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4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas | B

LR RCON IR R R R RO R
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

AKBAR ISNANTO, SH, M.Hum

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH., MHum.

ARIF HADI SAPUTRA,SH.

FRANS KORNELISEN, S.H.
DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH
YANTO ARIYANTO, SH., Mhum.
MUH.IMAM IRSYAD,S.H

H.M. BILAL, SH.

H.YUSUF,SH.

ADNAN,SH.

MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH
SYAHRUL ALAM,ST

Drs. SAIFUL, SH.

ISMAIL, SH

KEMALA SANTI, SE.

MARJAN

ST. AQMAL

SHERLY ROSALIEN MATANASSY,S.SOS

NURAINI, SH.

MUHAMAD SIDIK
WAHYU
ZULKARNAIN,S.IP,SH. MH.
FIKRY FATHULLAH, SH.

SAIFULLAH, SH

SUCI WULANDARI, SH

SUMARTO
TAUFIKURRAHMAN

M. HALIK FABASYHIR

EKA SUGIANTO,S.KOM
FIRMANSYAH DWINUGRAHA, SE
MAHFUD, S.Sos

HARUN, S,Sos

MUSLIKH, SH.

M. SYAIFUL ARDIANSYAH, SH.
TANFIDZUL AKBAR, AM.d
MIRA RESTU, SH.

IRNA HIRYANI ROSABITA, SH.
ABDUL MUTALIB

SIRAJUDIN, SH.

HAMIDA A., S.Sos.
SARIFUDDIN, SH.

MEGA DIANA NINGSIH, SH.
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43. FIRMA, SH. 8

44. ARY SINTIA DEWI, SH. 7
45. FITRIANI, SE., SH. 7
46. KHAIRUNISA, S.KOM 11
47. MUHAMMAD RAMADHAN 8

5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Kelas I B
1. Ketua 9
2. Wakil Ketua 0
3. Hakim 4
4. Panitera
5. Panitera Muda Pidana 10
6. Panitera Muda Perdata 11
7. Panitera Muda Hukum 11
8. Panitera Pengganti 5
9. Juru Sita / JSP 8
10. Sekretaris 5
11. Kasubbag. Umum dan 13
Keuangan
12. Kasubbag. Kepegawaian,Tata 7
Laksana dan Organisasi
13. Kasubbag. 7
Perencanaan,Teknologi
Informasi dan Pelaporan
14. Staf Umum dan Keuangan 9
15. Staf Kepegawaian,Tata 8
Laksana dan Organisasi
16. Staf Perencanaan,Teknologi 0

Informasi dan Pelaporan

6. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Negeri Praya Kelas Il

3 4

1 2

1  TEGUH HARISSA, SH. KETUA 13
2 PUTU AGUS WIRANATA, SH., MH.  WAKIL 10
3 ASRI, SH. HAKIM 7
4 ELIZ RHAMI Z, SH. HAKIM 7
5 FITA JUWIATI, SH. HAKIM 7
6  AINUN ARIFIN, SH. HAKIM 7
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7 PIPIT CHRISTA ANGGRENI

KEKEWAEL, SH. HAKIM /
8 IBG ARTHA A, SH. SEKRETARIS 10
9 LISA ELYANTI, SH. PANITERA 12
10 H.L. ABDR, NURDIN, SH WAKIL PANITERA 14
11  JOHAN AZIS, SH PANMUD HUKUM 12
12 MUHALIL, SH PANMUD PIDANA 12
13 JASMAN, SH PANMUD 14
PERDATA
14 | WAYAN SUARTA, SH KASUBAG 12
UMUM/KU
15  MUIJITAHID, SH KASUBAG
KP/ORTALA 1
16 IMAM MAXUDI, S.Kom. KASUBAG PTIP 10
17 BAMBANG MARIADI PP 9
18  TRI HARIJANTO, SH. PP 9
19  NELY NAILUFAH, SH PP 9
20  HEFI KARYADI, SH PP 9
21  LALU SAHARUDDIN, SH PP 9
22 NI MADE EVI SUWANDANI, SH. PP 9
23 ANAS MUNIJIR M, SH PP 9
24 L. MOKHAMAD GUNTUR, SH. PP 12
25  SUPRAYOGI, SH. PP 12
26  YOMI NORA MAYA ARIDA, SH. PP 9
27  L.MOH. SA'l, SH N 7
28  BASARI N 7
29 | MADE INDRA PRAJA JSP/STAF 8
30 RUSLAN JSP/STAF 6
31 TAKWAN, SH. JSP/STAF 9
32  AHMAD ZAINUDIN M. JSP/STAF 9
33  AHYA ADHITYA, SH. STAF 6
34  HEKAL TEJA SUKAMAN STAF 8
35  SUCI ARIANY, S.Kom. STAF 13
36 NI PANDE PUTU ADNYA W, SH. STAF 11
37  NURSANI STAF 14
38 INDAH PERMATA SARI R, SH. STAF 8
39 JENIMIATIM STAF 8
40 SARAJUDIN STAF 12
41 NURUL HIDAYATI STAF 10
42 M. MANSUR SISWANTO STAF 11

7. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pengadilan Negeri Dompu Kelas II

1. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H. (KETUA)
2. SUBAI, S.H.,M.H. (WAKIL KETUA) 19
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan baik Pengadilan Tinggi

M. NUR SALAM, S.H. (HAKIM)

SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H. (HAKIM)

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H. (HAKIM)

ENDANG HARTUTIWATI, S.H. (PANITERA)
SYAIFUL, S.H. (SEKRETARIS)

VERDIANSYAH, S.H. (PANMUD PIDANA)

SITI SARAH, S.H. (PANMUD HUKUM)

UPY SUPRIYATNA, S.T. (KASUBBAG. PERENCANAAN,
TI DAN PELAPORAN)

ROSITA (KASUBBAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA)
ERMIN SAPUTRA, S.E. (KASUBBAG. UMUM DAN
KEUANGAN)

SITI RAHMAH (PANITERA PENGGANTI)

HAIRUL (PANITERA PENGGANTI)

MUH. ARIFUAD, S.H. (PANITERA PENGGANTI)
ROSDIANA (PANITERA PENGGANTI)

LALU MUH. NUR (PANITERA PENGGANTI)

DEWI NURLAELA (PANITERA PENGGANTI)

YASIN (PANITERA PENGGANTI)

EMALIA PRAMITA, S.H. (PANITERA PENGGANTI)
SITI NURLIANA (PANITERA PENGGANTI)

HERY SUPRIYADIN, S.H. (PANITERA PENGGANTI)
RAMLAH, S.H. (JURU SITA)

AHMAD (JURU SITA)

HAMDAN (JURU SITA)

NURMALA, S.H. (JURU SITA PENGGANTI)
SYAMSUDIN, S.H. (JURU SITA PENGGANTI)
SUTIABUDI (JURU SITA PENGGANTI)

YOHANES DWI BAGUS FP., S.H. (STAF UMUM DAN
KEUAGAN)

SUDIRMAN, A.Md (STAF. PERENCANAAN, TI DAN
PELAPORAN)

Dra. SITI WAHIDAH (STAF PIDANA)

RICKY INDRA YOHANIS, S.H. (CAKIM)

RIZKY RAMADHAN, S.H. (CAKIM)

RION APRALOKA, S.H. (CAKIM)

ANGGA WAHYU PERDANA, S.H. (CAKIM)

JAIDIN (STAF UMUM DAN KEUANGAN)
MUSTAMIN (STAF KEPANITERAAN HKUKUM)

SRI SUZANA MA’RUF (STAF KEPEGAWAIAN DAN
ORTALA)

Salah satu cara untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna

Nusa Tenggara Barat

maupun
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Pengadilan Negeri sewilayah Nusa Tenggara Barat vyaitu dengan
menerapkan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu
Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Adapun tujuan
diterapkannya PTSP yaitu mewujudkan proses pelayanan yang cepat,
mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan
memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, anti korupsi, kolusi dan
nepotisme. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Negeri sewilayah Nusa Tenggara
Barat diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Bapak Dr. Herri Swantoro, S.H.,M.H. pada tanggal 09 Juli 2018.

AKREDITASI PENJAMIN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah program yang dicanangkan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang bertujuan untuk
mewujudkan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia
Court Performance Excellent).

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi
Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015
untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi 1SO
9001 : 2008.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berperan serta untuk
mewujudkan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul dengan
menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu yang diharapkan
mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk
mencapai hal tersebut, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memiliki
Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Standard Akreditasi Penjaminan

Mutu Peradilan Umum.
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1. Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu Standard Akreditasi

Penjaminan Mutu

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu Standard

Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum — ICPE untuk Pengadilan
Tinggi Nusa Tenggara Barat meliputi seluruh proses pelayanan yang
menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat, meliputi:
Manajemen peradilan
Administrasi perkara
Administrasi persidangan
Administrasi umum

Pelayanan publik

-~ ® a0 T p

Pengelolaan Kas
Pengadaan barang dan jasa

= «Q

Pengawasan

Penanganan Pengaduan

2. Unit Pelaksana Kegiatan Pelayanan

Unit yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:
Pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
Hakim/ Majelis Hakim

Panitera

Sekretaris

Kepaniteraan, yang terdiri:

Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
Panitera Muda Hukum

Panitera Pengganti

Kesekretariatan, yang terdiri:

A e I L S

Bagian Umum dan Keuangan

- Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
- Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

2. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
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- Sub Bagian Kepegawaian dan TI

- Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

3. Kebijakan Mutu
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menetapkan kebijakan mutu
sebagai berikut: “Memberi Kualitas Pelayanan Peradilan Kepada
Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara
Barat”. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat juga menganut nilai-
nilai budaya kerja yang mendasari setiap langkah dalam penyelesaian
tugas di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, dimana

segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus

berperilaku:
a. Adil dan tidak diskriminatif;
b. Cermat;
c. Santun dan ramah;
d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
e. Profesional;
f. Tidak mempersulit;

Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;

= «Q

Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan
sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang
berlaku;

j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari
benturan kepentingan;

k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas
pelayanan publik;

I. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam

menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi

kepentingan masyarakat;

m.Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan
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yang di miliki sesuai dengan kepantasan; dan tidak menyimpang dari

prosedur.

4. Budaya Kerja

Budaya Kerja Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengusung Motto
Pengadilan Tinggi NTB “AMANAH® Adil berMutu AkuNtabel

Aspiratif Humanis.

5. Struktur Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Barat
ETUA TIM AKREDITASI PEMJAMINAN MUTLE
PERGADILAN TINGGI
AMIRYAT, 5.H., M.H,
CUALITY MANAGER KOORDINATOR KOORDINATOR
REPRESENTATIVE |C_MR: TEEMIE H CPERASIOMAL
DR. H. ZAINUDDIMN, 5.H., fece Ng";:‘ AM’:a VOIERRY H. MUSTAFA, 5.H.
= !
ANZEDta i ANZEDTa.i

. LALU [HSAN, 5.H,, MH,
. | GEDE SUBAGYD, SH,

. PUTU DALTON, SH,

. | WAYAN BAGUS PARTAMA, SH
. KAKANG ERMIN RAHADI, S H,

. IKHSAN SUHARYADI, 5. Kom,

R

INTERKAL

BB B b pd

. TRISINDY YUDHA P, 5.E

. AHMAD YAMANI, 5.H.

« MUHAMMAD KADHAF, 5.E
. ICHWAN SETIAWAM, 5T,

. ALIEF ARDIYA WINATA

. SATRIA BUANA, A, Md,

ASISTEN
ASSESOR

PARA HAKIM TINGGI PADA
PENGADILAM TINGGI MUSA
TENGGARA BARAT

BOEIMERT
ASSESOR CONTROL
1 | NYOMAM SOMANADA, 5.H,, MH. HADI RUSMAN, Sm. H.
2, |GUSTI LANANG DAUH, SH,, MH.
3, WAHYUNI, 5.H. Angeota ;
4, CORRY SAHUSILAWANE, 5.H, M.H. L TURMUZL SH
5. ADI HERNOMO YULIANTO, S.H., | 2RI ASTUT, S 4,

T.H,
6 NOOREDI YONO,5.H., MH.

3, EKA YULIANTI, 5. Kpm,
4, DITTA DIRTYA PRATIWI, 5. H.

Uraian Tugas Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nusa Tenggara

Barat

I. Tugas Top Manager adalah:

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.
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2. Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di PENGADILAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT

3. Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di
seluruh bagian.

4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran PENGADILAN TINGGI
NUSA TENGGARA BARAT mengenai pentingnya memenuhi standar
pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.

5. Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan.

6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi
dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan

7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan
dibantu oleh bagian kepegawaian.

8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan
berjalan lancar.

9. Top Manager PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan
sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang
berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu STANDARD
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE.

10. Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan
Sekretaris unit minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

. Tugas Management Representative adalah:
1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan

standart.

Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.

Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.

Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.

Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top

Manager.

6. Mengupayakan peningkatkan kesadaran/pemahaman pegawai dalam
sistem manajemen mutu

7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang
berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan
kesadaran mutu keseluruh hakim/pegawai.

9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh
hakim/pegawai.

10.Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera dan Sekretaris,
pegawai yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu

11. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai.

12.Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan
pelanggan

akrowbpd
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lll. Tugas Wakil Management Representative PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN TINGGI adalah : membantu tugas Management
Representative.

IV. Tugas Tim Audit Internal adalah:

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu
diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang
telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan
terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.

2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat
kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit

3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan,
yaitu 6 bulan sekali.

4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.

5. Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representative.

V. Tugas Tim Survei Kepuasan Pelanggan adalah:

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap

pelanggan.

2. Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk
mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan
pelanggan.

Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik.

4. Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan
melaporkannya kepada Top Manager dan Management
Representative.

W

VI. Tugas Document Control adalah:

1. DC bertanggung jawab mengendalikan seluruh Dokumen (Internal
dan Eksternal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke
bagian yang terkait dan Penarikan serta Penghapusan Dokumen;

2. MR dibantu DC harus memastikan Dokumen yang berlaku di
Lingkungan Kerja Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum adalah versi terbaru dan versi sebelumnya
ditarik dari peredarannya;

3. MR harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk
ke Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum dikenali dan pendistribusiannya terkendali;

4. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab
dan mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi
Pengendalian Dokumen di Unitnya;
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5. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu
memastikan hanya Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen
yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya;

6. Komitmen Bersama

7. Audit Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara
Barat
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat beserta Pengadilan Negeri
di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat telah menerima
sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu dari Direktur Jenderal Peradilan Umum
pada tahun 2017 dengan nilai A Excelent. Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat telah melakukan audit secara berkala sesuai dengan
jadwal audit akreditasi kepada kepada Pengadilan Negeri sewilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 untuk
menjaga agar Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara Barat tetap memberikan pelayanan yang prima kepada
para pencari keadilan dan pengguna layanan Pengadilan.
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POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat telah mendapat alokasi anggaran Posbakum (Pos Bantuan
Hukum) pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2018
ini. Anggaran ini digunakan untuk membantu masyarakat yang
ingin peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di

Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Barat.

SATKER PAGU REALISASI
1 Pengadilan Negeri Mataram Kelas | A 48.000.000 47.400.000
2 Pengadilan Negeri Selong Kelas | B 24.000.000 24.000.000
3 Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas | B 31.200.000 31.200.000
4 Pengadilan Negeri Sumbawa Kelas | B 31.200.000 31.200.000
5 Pengadilan Negeri Praya Kelas Il 31.200.000 31.200.000
6 Pengadilan Negeri Dompu Kelas I 24.000.000 24.000.000

SIDANG KELILING
Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan
Tinggi yang mendapatkan alokasi anggaran sidang keliling adalah :
1. Pengadilan Negeri Mataram Kelas | A
2. Pengadilan Negeri Selong Kelas | B
3. Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas | B
4. Pengadilan Negeri Praya Kelas Il

SATKER PAGU REALISASI

Pengadilan Negeri Mataram Kelas | A 61.250.000 51.840.000
Pengadilan Negeri Selong Kelas | B 6.125.000 6.000.000
Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas | B 52.500.000 52.360.000

1

2

3

4 Pengadilan Negeri Sumbawa Kelas | B - -

5 Pengadilan Negeri Praya Kelas || 8.750.000 8.700.000
6

Pengadilan Negeri Dompu Kelas I - -
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PERKARA PRODEO

Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat mendapatkan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara
pada DIPAO3 tahun anggaran 2018. Namun anggaran yang tersedia belum
terealisasi secara maksimal, bahkan pada Pengadilan tingkat pertama
realisasi anggaran masih nihil, dikarenakan tidak adanya masyarakat pencari

keadilan yang mengajukan pembebasan biaya perkara.

Pengadilan Negeri Mataram

Kelas | A 2.370.000,00

2 Pengadilan Negeri Selong 1.580.000,00 0 0
Kelas | B

3 Pengadilan Negeri Raba Bima 1.580.000,00 0 0
Kelas | B

4 Pengadilan Negeri Sumbawa 1.580.000,00 215.000,00 1.365.000,00
Kelas | B

5 Pengadilan Negeri Praya 1.580.000,00 0 0
Kelas Il

6 Pengadilan Negeri Dompu 0 0 0
Kelas Il
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BAB Il
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas,
integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas
dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan
profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu
sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis pada kinerja.
Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan
Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan
mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja
hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem
tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang
berkualitas. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dengan senantiasa melakukan kegiatan- kegiatan berupa pembinaan
kepada sumberdaya yang ada. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan

dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah:

1. Mengadakan rapat bulanan, untuk membahas informasi-informasi
terbaru tentang kebijakan-kebijakan terbaru yang dikeluarkan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan membahas kendala-
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pada
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

2. Melaksanakan Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat terhadap seluruh Ketua, Wakil Ketua, Panitera,
Sekretaris Pengadilan Negeri sewilayah Nusa Tenggara Barat.

3. Konsultasi penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2018 satker
sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang
dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang diikuti
oleh Operator SAIBA dan SIMAK BMN Pengadilan Negeri Sewilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebanyak 14 orang

dengan Narasumber Tim dari Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
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4. Bimbingan Teknis Ecourt sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa

Tenggara Barat yang dilaksanakan di seluruh Pengadilan Negeri se-

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan

Narasumber dari operator Ecourt Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara

Barat.

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut adalah matrik Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersebar di

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Tingkat Pertama di

wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

1. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

NO NAMA JABATAN KETERANGAN
1 AMIRYAT, S.H.,M.H. Ketua
2 DR. H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum Wakil Ketua
3  MAIJEDI HENDI SISWARA, S.H. Hakim Tinggi
4  HADI SISWOYO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi
5 ELFI MARZUNI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi
6  MINIARDI, S.H. Hakim Tinggi
7 |1 GUSTI LANANG DAUH, S.H.,,M.H Hakim Tinggi
8 ENCEP YULIADI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi
9 | DEWA MADE ALIT DARMA, S.H. Hakim Tinggi
10 | WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi
11 RR.SURYOWATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi
12 I NYOMAN SOMANADA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi
13 CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. Hakim Tinggi
14 UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi
15 ADIH. YULIANTO, S.H.,M.H Hakim Tinggi
16 NOOR EDI YONO, S.H.,M.H Hakim Tinggi
17 MAS'UD, S.H.,M.H. Hakim Tinggi
18 SUTRISNO, S.H. Hakim Tinggi
Adhoc
19 SARWOKO, S.H Hakim Tinggi
Adhoc
20 | GDE NGURAH ARYA WINAYA, Panitera
S.H.,M.H.
21 H. MUSTAFA, S.H. Sekretaris
22 HADI RUSMAN, Sm.Hk Kabag.
Perencanaan &
Kepegawaian
23 TURMUZI, S.H. Kabag. Umum
dan Keuangan
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24
25

26
27
28

29

30

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51

52

53

54

55

56

57
58

59

60

LALU IHSAN, S.H.,M.H
| GEDE SUBAGYO, S.H.

BAIQ SENIWATI, S.H.
LALU ZAINUN, S.H.
Hj. FATHIYAH, S.E.

TRI SINDY YUDHA P, S.E.

RINI' ASTUTI M, S.H.

AHMAD YAMANI, S.H.

RIANTO, S.H.,M.H.
SYAHBUDDIN SALEH, S.H.
RUD ADOLFINA, S.H.
WIWIK HARYANI, S.H.
PUTU DALTON, S.H.
KEMIN, S.H.

WAHYUDI, S.H.

| WAYAN BAGUS PARTAMA, S.H.

SIBAHUDIN, S.H.

FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.

SUTARSIH, Sm.Hk

| WAYAN ARDANA, Sm.Hk
I NYOMAN MURDANA

NI KETUT PADMASARI
YULI ZAENAH

IDA KETUT PATRA
JUMA’AH

KAKANG ERMIN RAHADI, S.H.

TRI RATNA FEBRIANA, S.E
SRI WALUYO, S.E
MUHAMMAD KADHAFI, S.E.
IKHSAN SUHARYADI, S.Kom
EKA YULIANTI, S.Kom
BUDHIARTO, S.IP
FATMAWATI, S.E.

ICHWAN SETIAWAN, S.T.
M. SURYADI ALAMSYAH, S.IP

DITTA DIRTYA PRATIWI, S.H.

MEGA RANI TIARA SATRIAWAN, S.H.

Panmud Hukum
Panmud
Perdata

Panmud Pidana

Panmud Hukum
Kasubbag. Rencana
Program & Anggaran

Kasubbag.
Keuangan &
Pelaporan
Kasubbag.
Kepegawaian & TI
Kasubbag. Tata
Usaha & Rumah
Tangga
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Staf Kepaniteraan
Hukum
Staf Keuangan dan
Pelaporan
Staf Keuangan dan
Pelaporan
Staf Keuangan dan
Pelaporan
Staf Kepaniteraan
Hukum
Staf Kepegawaian
danTI
Staf Tata Usaha &
Rumah Tangga
Staf Tata Usaha &
Rumah Tangga
Pranata Komputer
Staf Kepaniteraan
Pidana
Staf Kepegawaian
danTI

Staf Kepaniteraan
Perdata
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61

62
63

64

65

66
67

68

69

70

71

72

NI MADE PUTRI DWI K.., S.E.

MULIATI, S.H.
NI KADEK DESI FEBRIYANTINI, S.H.

SALEH
MOH. HERY YUDISTIAWAN, A.Md

SATRIA BUANA, A.Md
KEMAH

R.B MUCH. ALIEF ARDIYA WINATA, S.H.

MUHAMAD MURSIDI
NI NYOMAN ARYANI
SUPRINADI

SYAFRUDIN, S.H.

» Pengadilan Negeri Mataram

N o o b

o o

10

12
13

14

15

16

17

H.ISNURUL SYAMSUL ARIF,
S.H.,,M.Hum

SURADI, S.H.,S.Sos.,M.H.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI,
S.H.,M.H.

MOTUR PANJAITAN, S.H.
H. DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H.

YULI ATMANINGSIH, SH.,M.Hum
RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.

A.A. PUTU NGR RAJENDRA,
SH.,M.Hum

GEDE SUNARIJANA, S.H.,M.H.
FERDINAND M. LEANDER, SH.MH
HIRAS SITANGGANG, SH.MM.

MOHAMAD IQBAL BASUKI W., S.H.

KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,M.H.

| WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H.

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.,MH.

Staf Keuangan dan
Pelaporan
Arsiparis
Staf Kepaniteraan
Perdata
Staf Tata Usaha &
Rumah Tangga
Bendahara
Pengeluaran
Pranata Komputer
Staf tata Usaha dan
Rumah Tangga
Staf Kepegawaian &
TI
Staf Keuangan &
Pelaporan
Staf Tata Usaha &
Rumah Tangga
Staf Kepaniteraan
Tipikor
Hakim Non Palu

Ketua
Wakil Ketua
Hakim Utama Muda

Hakim Utama Muda

Hakim Madya
Utama

Hakim Madya Muda
Hakim Madya Muda

Hakim Madya Muda

Hakim Madya Muda
Hakim Madya Muda
Hakim Madya Muda

Hakim Madya Muda
Hakim Madya
Pratama
Hakim Madya
Pratama
Hakim Madya
Pratama
Hakim Madya
Pratama
Hakim Madya
Pratama
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18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

33

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

FATHUR RAUZI, S.H.,M.H.

ABADI, S.H.

| WAYAN WENEN, SH.,MH
PUTUT WIBISONO, S.E.

Drs. | WAYAN ADIARCA
DARI TRIASTUTIE, S.H.,M.H.
HIURI SAMSURI, S.H.,M.H.

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.

IDA WAYAN JELANTIK, S.H.

Dra. DESAK MADE WIRASNI, SH
I.G.A.N. SUWARNINGSIH, SH
M. SUBARI, SH

BAMBANG |IRFANDI
DEWA KETUT WIDHANA, SH
SUGENG IRFANDI, SH

BAIQ DEWI ANGGRAINI, S.E.,S.H.

OKTAVIYANTO SETIAWAN, S.E.

NURDIANA

HUSEIN

| PUTU SURYAWAN, SH
YULINA ADRIANTY, SH
TAUFIKURRAHMAN, SH

IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH
WIRYAWAN, SH

DICKY ADITYA HERWINDO, SH.,MH

AGUS SUSANTIO
RUSLIN, S.H.
BAHARANSYAH, S.H.
RAMLI HIDAYAT, S.H.,M.H.
TASWUIYANTI, S.H.
NETTY SULFIANI, S.H.
IRFANULLAH, S.H.,M.H.
SRI'INDRAWATI, S.H.
NINING MUSTIHARI, S.H.
ABDUL WAHAB, SH
ABDURRAHIM, SH
HASANUDIN

| KOMANG SUTEJA

| GEDE GIRI

Hakim Adhoc
Tipikor
Hakim Adhoc
Tipikor
Hakim Adhoc PHI
Hakim Adhoc PHI
Hakim Adhoc PHI
Hakim Adhoc PHI
Hakim Adhoc PHI
Panitera
Sekretaris
Panmud Hukum
Panmud Khusus Phi

Panmud Perdata

Kasubbag. Umum
Dan Keuangan

Panmud Pidana

Panmud Khusus
Tipikor
Kasubag.
Perencanaan
teknologi Informasi
Dan Pelaporan
Kasubag.
Kepegawaian Ortala

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Jurusita
Jurusita
Jurusita
Jurusita

Jurusita
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

» Pengadilan Negeri Selong Kelas | B

HARY SUPRIANTO, SH
SURIP PRIATMOJO
HARIANTO, SH

YUYUD WAHYUDI

AZHAR, SH

LAILAL ASPIYA, S.KOM

SRI RAEHAN, SE

HARDIAN SAKTI, SE

DIAN PURNAMASARI, S.T.
REGINA HILDARIA TOBING, S.E.
JAROT SUJATMIKO, S.E.
LAELA MULIANI, SH
APRILIYANA HASRI, S.E.,M.Ak.
BASUKI

AHMAD YANI, S. ST.

SRI BUDI DARMAWATI, SE
WIRA FOURRAHMAN, SH
TOHARUDIN, S.H.

HENY RUSDIANTI, S.H.

DESI MULIANTI UTAMI, S.H.
RAHMIATI SATIMAH
SELVINA W. VEERMAN, SH
BAIQ INDARYANI
MUHAMMAD FADILLAH
NURHASANAH

Jurusita
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti

Cakim / Pns
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti

Staf

Staf

Staf

Staf

u B W N B

O 00 N O

10
11
12

WARI JUNIATI, SH., MH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH.

ANTON BUDISANTOSO, SH. MH.
ERNI PRILIAWATI, SH., SE.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH.,
M.Hum
YAKOBUS MANU, SH.

ERWIN HARLOND PALIYAMA, SH.

GALIH BAWONO, SH., MH.
DEWI SANTINI, SH., MH
TIMUR AGUNG NUGROHO,SH.

| DEWA MADE AGUNG HARTAWAN,

SH.
MASYKUR, S.IP

KETUA
WAKIL
HAKIM
HAKIM
HAKIM

HAKIM
HAKIM
HAKIM
HAKIM
HAKIM
PANITERA

SEKRETARIS
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13 HIKMAWATI, SH. PANMUD

PIDANA
PANMUD

14  AZHAR, SH. DERDATA
PANMUD

15  ZOHDIN, SH. HUKUM
KASUBBAG

16  RUSKI, SH. R —
KASUBBAG

17 L. MUHAMMAD PARMAN, SH T

18  HASTA PRAKARSA P. SE KASUBBAG PTIP

19  MUKTAR, SH. PP

20  HARUN, SH PP

21  DRS. H. RAUHIN, SH. PP

22 YULIANI PP

23 JOHARIAH PP

24 SALIM MA'RIP PP

25 L. ARFIAN MAHFIZ, SH. PP

26 | KOMANG LANUS, SH. MH. PP

27 | WAYAN SUHENDA Js

28  MOH. IHSAN Js

29 MASUIUD ISP

30  NALIP KARMA, SH. ISP

31  SUKIRMAN ISP

32 SUWARNO ISP

33 HISBUL WATHONI ISP

34  BAIQ PARIDAH ISP

35  AHMAD SALABI, SH. ISP

36  TRIIRVIANI ARTINI, SH ISP

37  RUDI ISLAM, A.Md. ISP

38  LALU ARIAN HAPDI ISP

39  YOGI HADISASMITHA, SH. ISP

40  ALFIAN KHALID, A.Md. STAF

41  MARGARENA JALENDRA P. STAF

42  ROHAENI, SH. STAF

43 HARRY KUSUMA, SH. STAF

» Pengadilan Negeri Bima Kelas | B

AKBAR ISNANTO, SH, M.Hum KETUA
7 Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH., HAKIM
MHum.
3. ARIF HADI SAPUTRA,SH. HAKIM
4. FRANS KORNELISEN, S.H. HAKIM
5. DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH HAKIM
6. YANTO ARIYANTO, SH., Mhum. HAKIM
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

MUH.IMAM IRSYAD,S.H
H.M. BILAL, SH.
H.YUSUF,SH.
ADNAN,SH.

MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH
SYAHRUL ALAM,ST

Drs. SAIFUL, SH.

ISMAIL, SH

KEMALA SANTI, SE.

MARJAN

ST. AQMAL

SHERLY ROSALIEN MATANASSY,S.SOS
NURAINI, SH.

MUHAMAD SIDIK

WAHYU
ZULKARNAIN,S.IP,SH. MH.
FIKRY FATHULLAH, SH.
SAIFULLAH, SH

SUCI WULANDARI, SH
SUMARTO
TAUFIKURRAHMAN

M. HALIK FABASYHIR

EKA SUGIANTO,S.KOM
FIRMANSYAH DWINUGRAHA, SE
MAHFUD, S.Sos

HARUN, S,Sos

MUSLIKH, SH.

M. SYAIFUL ARDIANSYAH, SH.
TANFIDZUL AKBAR, AM.d
MIRA RESTU, SH.

IRNA HIRYANI ROSABITA, SH.
ABDUL MUTALIB

SIRAJUDIN, SH.

HAMIDA A., S.Sos.
SARIFUDDIN, SH.

MEGA DIANA NINGSIH, SH.
FIRMA, SH.

ARY SINTIA DEWI, SH.
FITRIANI, SE., SH.
KHAIRUNISA, S.KOM
MUHAMMAD RAMADHAN

HAKIM
PANITERA
SEKRETARIS
PANMUD HUKUM
PANMUD
PERDATA
PANMUD PIDANA
Kasubag
Kepegawaian &
Ortala
Kasubag
Perencanaan, Tl
& Peaporan
Kasubag Umum &
Keuangan
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
JURU SITA
JURU SITA
JURU SITA
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
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» Pengadilan Negeri Sumbawa Kelas | B

O 0O N O U B WNPR

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20

21

22
23

24

25

26

| WAYAN EKA MARIARTA, SH.,MHum

DWIYANTORO, SH.

RICKI ZULKARNAEN, SH

LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH
FAQIHNA FIDDIN, SH

| GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,
SH.MH

M. SALEH, SH

JUMAAH, S.Sos

H. SUKARDI, SH.
RABIND RANATH TAGORE, SH

SUHAEDI SUSANTO, SH

ROCHMAD SOLEH, S.E.

SYAHRUDDIN

AMRAN

NURHAYATI

HERI TRIANTO

SAHYANI

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, SH
ABDUL GAFUR, SH

M. DENI SUPRYONO, SH

HUSNUL FIKRI, SE

ERNAWATI
MANSYUR

RIKARDI ANWAR, SH

NOVAN PUJIMAHAPUTRA, S.Kom

INDRA MAULANA, A.Md
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KETUA PN
HAKIM
HAKIM
HAKIM
HAKIM

HAKIM

PANITERA
SEKRETARIS
PANMUD
PERDATA
PANMUD
PIDANA
PANMUD
HUKUM
KASUBBAG
PERENCANAAN,
Tl &
PELAPORAN
KASUBBAG
KEPEGAWAIAN
& ORTALA
KASUBBAG
UMUM &
KEUANGAN
PP
PP
PP
PP
PP
PP
STAF UMUM
DAN
KEUANGAN
PP
JURUSITA
STAF UMUM
DAN
KEUANGAN
STAF UMUM
DAN
KEUANGAN
JURUSITA
PENGGANTI
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27

28

29

HENDRA FERDIANSYAH

DIANA CAROLIN SUKENDAR, A.md

AGUS SUPARDI

» Pengadilan Negeri Praya Kelas I

N o s wWwN e

0o

10

11

12

13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TEGUH HARISSA, SH.

PUTU AGUS WIRANATA, SH., MH.
ASRI, SH.

ELIZ RHAMI Z, SH.

FITA JUWIATI, SH.

AINUN ARIFIN, SH.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI KEKEWAEL,
SH.

IBG ARTHA A, SH.

LISA ELYANTI, SH.

H. L. ABDR, NURDIN, SH

JOHAN AZIS, SH
MUHALIL, SH
JASMAN, SH

| WAYAN SUARTA, SH
MUIJITAHID, SH

IMAM MAXUDI, S.Kom.
BAMBANG MARIADI

TRI HARUJANTO, SH.

NELY NAILUFAH, SH

HEFI KARYADI, SH

LALU SAHARUDDIN, SH

NI MADE EVI SUWANDANI, SH.
ANAS MUNIJIR M, SH

L. MOKHAMAD GUNTUR, SH.
SUPRAYOGI, SH.

YOMI NORA MAYA ARIDA, SH.
L. MOH. SA'l, SH

BASARI

JURUSITA
PENGGANTI
STAF
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI &
TATA LAKSANA
STAF UMUM &
KEUANGAN

KETUA
WAKIL
HAKIM
HAKIM
HAKIM
HAKIM
HAKIM

SEKRETARIS
PANITERA
WAKIL
PANITERA
PANMUD
HUKUM
PANMUD
PIDANA
PANMUD
PERDATA
KASUBAG
UMUM/KU
KASUBAG
KP/ORTALA
KASUBAG PTIP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
Is
Is
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

» Pengadilan Negeri Dompu Kelas Il

| MADE INDRA PRAJA
RUSLAN

TAKWAN, SH.

AHMAD ZAINUDIN M.
AHYA ADHITYA, SH.
HEKAL TEJA SUKAMAN
SUCI ARIANY, S.Kom.

NI PANDE PUTU ADNYA W, SH.

NURSANI

INDAH PERMATA SARI R, SH.
JENIMIATIM

SARAJUDIN

NURUL HIDAYATI

M. MANSUR SISWANTO

JSP/STAF
JSP/STAF
JSP/STAF
JSP/STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF

10.

11.

12.

13.

14.

15.

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.

SUBAI, SH., MH.

M. NUR SALAM, SH.
SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.
NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH.
ENDANG HARTUTIWATI, SH
SYAIFUL, SH

VERDIANSYAH, SH.

SITI SARAH, SH.

UPY SUPRIYATNA, ST.

ROSITA

ERMIN SAPUTRA, SE.
SITI RAHMAH
HAIRUL

MUH. ARIFUAD, SH

KETUA
WAKIL
HAKIM
HAKIM
HAKIM
PANITERA
SEKRETARIS
Panmud Pidana

Panmud Hukum

Kasubag
Perencanaan, Tl
& Pelaporan
Kasubag
Kepegawaian &
Ortala
Kasubag Umum
& Keuangan

PP
PP

PP
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

ROSDIANA PP

LALU MUH. NUR PP
DEWI NURLAELA PP
YASIN PP
EMALIA PRAMITA, SH. PP
SITI NURLIANA PP
HERY SUPRIYADIN, SH. PP
RAMLAH Juru Sita
AHMAD Juru Sita
HAMDAN Juru Sita
NURMALA, SH. ISP
SYAMSUDDI, SH. JSP
SUTIABUDI ISP
YOHANES DWI BAGUS FP, SH. ST
Keuangan
SUDIRMAN, A.MD. Staf PTIP
DRA. SITI WAHIDAH Staf Pidana
JAIDIN Staf Umum dan
Keuangan
MUSTAMIN Staf Hukum
Staf
SRI SUZANA MA’RUF Kepegawaian &
Ortala
RICKY INDRA YOHANIS, SH. CPNS/CAKIM
RIZKY RAMADHAN, SH. CPNS/CAKIM
RION APRALOKA, SH. CPNS/CAKIM
ANGGA WAHYU PERDANA, SH. CPNS/CAKIM

» Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempunyai

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebanyak 249 orang yang terdiri dari :
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Tabel Sumber Daya Manusia Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

. " Hakim . . . Jurusita
No Satker H‘akmf Hak‘lr‘n Ad Haki Panitera W?kll Panitera PP Jurusita  Penganti  Jumlah
Tinggi  VYustisial Hoc PN Panitera Muda
PT. NTB 17 - 2 1 - 4 17 - - 41
2 PN.Mataram - - 7 17 1 - 5 17 6 14 67
3 PN. Selong - - - 10 1 - 3 8 2 1 35
4 PN-Raba - - - 7 1 - 3 10 3 10 34
Bima
5 PN. Sumbawa ) } } 6 1 _ 3 7 1 2 20
Besar
6 PN. Dompu 5 1 - 2 10 3 3 24
PN. Praya 7 1 1 3 10 2 4l 28

Jumlah 17 9 52 7 1 23 79 17 a4 | a9

e Sebaran sumber daya manusia teknis yudisial berdasarkan golongan

a. Hakim
No Satker Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Jumlah
li/a /b ni/c n/d IV/a IV/b IV/c v/d IV/e
1 PT. NTB 6 11 17
2 PN. Mataram = = = = 5 4 5 3 = 17
3 PN. Selong - - 1 5 1 3 - - - 10
4 PN. Raba Bima - - - 3 3 1 - - - 7
5 PN. Sumbawa Besar - 1 1 3 - 1 - - - 6
6 PN. Dompu - 1 2 - 2 - - - - 5
7 PN. Praya - - 5 - 2 - - - - 7
Jumlah 0 2 9 1 13 9 5 9 11 |6
b. Panitera
No Satker Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Jumlah
li/a /b li/c ny/d IV/a IV/b IV/c v/d IV/e
1 PT. NTB 1 1
2 PN. Mataram 1 1
3 PN. Selong 1 1
4 PN. Raba Bima 1 1
5 PN. Sumbawa Besar 1 1
6 PN. Dompu 1 1
7 PN. Praya 1 1
Jumlah 2 3 1 1 7
c. Wakil Panitera
No Satker Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Jumlah
li/a /b i/c n/d IV/a IV/b IV/c v/d IV/e
1  PT.NTB - - - = = = - - - -

2 PN. Mataram - - - = = = - - - -
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N o 0 AW

PN
PN
PN
PN
PN

. Selong

. Raba Bima

. Sumbawa Besar
. Dompu

. Praya

d. Panitera Muda

No satker Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Gol Jumlah
1l/a /b Il/c I/d li/a /b i/c n/d IV/b
1 PT. NTB 3 1 4
2 PN. Mataram 1 4 5
3 PN. Selong 1 2 3
4 PN. Raba Bima - 3 3
5 PN. Sumbawa Besar - 3 3
6 PN. Dompu - 2
7 PN. Praya 1 3

No

N o 0 BAWN R

No

N o B WN R

PT.

PN
PN
PN
PN
PN
PN

PT.

PN
PN
PN
PN
PN
PN

e. Panitera Pengganti

Satker

NTB

. Mataram

. Selong

. Raba Bima

. Sumbawa Besar
. Dompu

. Praya

f. Jurusita/Jurusita Pengganti

Satker

NTB

. Mataram

. Selong

. Raba Bima

. Sumbawa Besar
. Dompu

. Praya

Gol
1l/a

Gol
l/a

Gol
/b

Gol
1i/b

Gol
/c

Gol
Il/c

1
3
1

Gol
/d

Gol
I/d

2
2
2
1

Gol
/a

Gol
l/a

w U RN W

Gol
/b

N W N P N -

Gol
/b

[

Gol
/c

Gol
/c

4
1
3

Gol
n/d
9

2
2
4

Gol
m/d

1

‘

Gol
IV/a
1

Jumlah
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e Komposisi Jabatan Struktural

No Jabatan Komposisi Terisi Kosong Keterangan
1 Panitera 7 7
2 Sekretaris 7 7
3 Kabag 2 2
4 Panmud 24 23 1
5 Kasubag 22 22
Jumlah 62 61 1

» Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial adalah sumber daya
manusia yang melaksanakan tugas-tugas non teknis yudisial. Tugas-tugas
non teknis yudisial adalah tugas-tugas pendukung untuk kelancaran tugas
pokok dan fungsi lembaga peradilan. Tugas-tugas tersebut diantaranya
adalah tugas-tugas di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah
tangga dan tugas-tugas lainnya yang bersifat administrasi umum. Adapun

data sumber daya manusia tehnis non yudisial adalah sebagai berikut:

No Satker Sekretaris  Kabag Kasub Staf Jumlah

1 PT. NTB 1 2 4 23 30

2 PN. Mataram 1 3 10 14

3 PN. Selong 1 3 4 8

4 PN. Raba Bima 1 3 13

5 PN. Sumbawa Besar 1 3 9

6 PN. Dompu 1 3 6 10

7 PN. Praya 1 3 14 16
Jumlah 0 2 0 0 127

» Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pengadilan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
pada Tahun 2018 masih sangat kekurangan jumlah Hakim dan Staf,
mengingat meningkatnya jumlah perkara yang masuk baik perkara pidana,
perdata maupun perkara pidana khusus dan kebutuhan akan staf untuk
mendukung kinerja peradilan dan kesekretariatan demi mewujudkan cita-cita

Mahkamah Agung RI yaitu mewujudkan Peradilan Yang Agung.
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» Mutasi

Pelaksanaan fungsi pembinaan karier bagi hakim dan karyawan pada
Wilayah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan mutasi
yang berguna selain untuk penyegaran juga diharapkan menambah
produktifitas kerja. Adapun data mutasi yang telah dilaksanakan pada tahun
2018 adalah sebagai berikut:

No Satker Masuk Keluar Jumlah
1 PT. NTB 3 5 8

2 PN. Mataram 10 3 13

3 PN. Selong - 4 3

4 PN. Raba Bima -

5 PN. Sumbawa Besar 4 4

6 PN. Dompu 1

7 PN. Praya 6 4 10

Jumlah

» Promosi

Pelaksanaan fungsi pembinaan karier bagi hakim dan karyawan pada
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan
promosi yang berguna selain untuk penyegaran juga diharapkan menambah
produktifitas kerja. Adapun data promosi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

KPT/  WKPT/ Panit

No Satker KPN WKPN Hakim era Sekretaris Kabag Panmud  Kasub PP  Jurusita Jumlah
1 PT. NTB = = = 1 - -

2 PN. Mataram 1 1

3 PN. Selong 1

4 PN.RabaBima 1 1 1 3

5 PN. Sumbawa 1 ) ) 1 : 2

Besar
6 PN. Dompu - - - - - - - - - - =
PN. Praya - - - 1 - - - - - - 1

> Pensiun

Jumlah hakim dan pegawai yang pensiun pada tahun 2018 adalah sebagai

berikut:
No Satker Jumlah
1 PT.NTB 1
2 PN. Mataram 2

3 PN. Selong -
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4 PN. Raba Bima

5 PN. Sumbawa Besar

6 PN. Dompu

7 PN. Praya 1

» Diklat

1 PT NTB - - -
2 PN Mataram 2 2
3 PN Selong 15 1 16
4 PN Raba Bima - - -
5 PN Sumbawa Besar 1 - 1
6 PN Praya 1 1 2
7 PN Dompu 4 - 4

B. PENYELESAIAN PERKARA
1. Jumlah Sisa Perkara yang Putus

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 1
Pengadilan Tingkat Banding dan 6 Pengadilan Tingkat Pertama. Di Tahun
2018 ini sisa perkara tahun lalu sebanyak 698 perkara, sementara yang
masuk 4.466 perkara sedangkan yang putus sebanyak 3.899 perkara. Jadi
persentase pencapaian penyelesaian perkara se-Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebesar 87.30%. Adapun data
jumlah penyelesaian perkara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Keadaan Perkara Tahun 2018
Pengadilan Tingi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Negeri sewilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Keadaan Perkara

No Jenis Perkara Sisa Perkara Perkara Sisa
Perkara Masuk Diputus  Perkara

2017 2018 2018 2018

1 Perdata 34 206 211 29

2 Pidana 2 75 67 10

3 Pidana Anak 0 0 0 0

4 Tipikor 5 12 15 2

M PNMataram

1 Perdata Gugatan 93 269 275 87

2 Perdata Gugatan Sederhana 1 28 26 3

3 Perdata Permohonan 5 380 359 26
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4 PHI 2 15 16 1
5 Pidana 123 735 796 62
6 Pidana Khusus Anak 2 29 30 1
7 Tipiring / Cepat - 22 22 0
8 Tipikor 9 31 30 10
9 Pidana Singkat 0 1 1 0
ﬁ Pra Peradilan 0 7 7 0
PNSelong
1 Perdata Gugatan 55 133 128 60
2 Perdata Gugatan Sederhana 0 25 21 4
3 Perdata Permohonan 2 93 93 2
4 Pidana 16 249 218 47
5 Pidana Khusus Anak 1 10 11 0
6- Tipiring / Cepat - 33 33 0
'PNRabaBima
1 Perdata Gugatan 43 85 63/cabut 52
13
2 Perdata Gugatan Sederhana - 40 33 4
3 Perdata Permohonan 6 230 234/ 0
cabut 2
4 Pidana 87 428 440 75
5 Pidana Khusus Anak 0 39 38 1
6 Tipiring / Cepat 0 25 25 0
7 Pidana singkat 0 4 4 0
8 Pra Peradilan 0 5 4 1
'V PNSumbawaBesar
1 Perdata Gugatan 22 39 51 10
2 Perdata Gugatan Sederhana 0 6 6 0
3 Perdata Permohonan 2 66 68 0
4 Pidana 42 308 330 20
5 Pidana Khusus Anak 0 17 17 0
6- Tipiring / Cepat 0 20 20 0
PNPraya
1 Perdata Gugatan 32 81 89 20
2 Perdata Gugatan Sederhana 2 15 17 -
3 Perdata Permohonan 2 104 106 -
4 Pidana 54 291 317 28
5 Pidana Khusus Anak 2 23 25 0
6 Tipiring / Cepat 0 22 22 0
7 Pidana Singkat 0 0 0 0
8- Pra Peradilan 0 3 3 0
PNDompu
1 Perdata Gugatan 21 42 44 19
2 Perdata Gugatan Sederhana 0 2 2 0
3 Perdata Permohonan 1 37 37 1
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4 Pidana 31 148 161
5 Pidana Khusus Anak 0 18 15
6 Tipiring / Cepat 0 9 9
7 Pra Peradilan 1 6 7

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

O O w

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

e SATRER PIDANA PERDATA TIPIKOR PHI
1 PTNTB 67 211 15 -
2 PN Mataram 796 275 30 16
3 PN Selong 218 125 - -
4 PN Raba Bima 353 65 - -
5 PN Sumbawa Besar 346 51 - -
6 PN Praya 317 83 - -
7 PN Dompu 244 43 - -

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM,

BANDING, KASASI DAN PK

JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, PK

PHI

8 2 6

'c\l) SATKER PIDANA PERDATA TIPIKOR
Banding Kasasi PK  Banding Kasasi PK  Banding Kasasi PK Banding Kasasi PK
1 PT NTB -
2 PN Mataram 775 2 11 162 27 47 20 15 5)
3 PN Selong 289 262 3 192 22 15 -
4 PN Raba 504 6 7 313 10 10
Bima
5 PN Sumbawa 334 9 2 30 1
Besar
6 PN Praya 358 4 4 177 16 8
7 PN Dompu 183 3 6 69 5) 4

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MEDIASI
JUMLAH PERKARA PERDATA YANG

Mg SATINER BERHASIL DI MEDIASI
1 PTNTB -
2 PN Mataram 21
3 PN Selong 6
4 PN Raba Bima 1
5 PN Sumbawa Besar 0
6 PN Praya 7
7 PN Dompu 5

5. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI
JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL

NO SATKER DIVERSI
1 PT NTB -
2 PN Mataram 20
3 PN Selong -
4 PN Raba Bima -
5 PN Sumbawa Besar -
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6
7

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

PN Praya
PN Dompu

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memiliki barang

inventaris yang tersebar di 7 Pengadilan, semua barang inventaris telah

dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK BMN dan diperlakukan sesuai dengan

aturan yang ada. Adapaun matrik sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi

Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan Negeri sewilayah Nusa Tenggara

Barat :

Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Sarana/Prasarana

Keterangan

© 0 N O U A W N R —

NN R R R B R B R R B g
B O W M N O L1 A W N R O

Sarana/Prasarana Gedung

Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim

Ruang Panitera
Ruang Sekretaris
Ruang Sidang
Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan
Ruang Posbakum
Ruang PTSP

Ruang Mediasi
Ruang Laktasi
Ruang Perpustakaan
Gudang

Ruang IT (Server)
Ruang Tahanan
Mushalla

Kamar Mandi
Ruang Arsip

Ruang Rapat

Loby

N N = O = Y U S S

S =

L S N €, I

1 Ruang Panitera Pengganti

Laporan Tahunan 2018

93



Laporan Tahunan 2018




2. Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Mataram Kelas | A

ﬂ Sarana/Prasarana M Keterangan

ol
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30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.
50.

Meja Kerja Kayu

Kursi Besi Metal

Kursi Kayu
Sice

Bangku Panjang Besi Metal
Bangku Panjang Kayu

Meja Rapat

Meja Resepsionis
Kasur/ Spring Bad
Sketsel

Vakum Cleaner

Mesin Pemotong Rumput
Lemari Es

A.C Split

Portable AC

KipasAngin

Sound System
Lambang Garuda

Tiang Bendera

Alat Penghancur Kertas
Trolley Berkas

APAR

189

215
132

46

45

N W,

N

55

31

10

12

42 Rusak Ringan 41 Rusak
Berat
35 Rusak Ringan

33 Rusak Ringan 18 Rusak
Berat

10 Rusak Ringan 3 Rusak
Berat

Baik

30 Rusak Ringan 3 Rusak
Berat
6 Rusak Berat

Rusak Ringan
Baik
2 Rusak Ringan 1 Rusak

Berat
1 Rusak Ringan

Baik

Rusak Ringan
4 Rusak Ringan
Baik

6 Rusak Ringan

2 Rusak Berat 1 Rusak
Ringan

2 Rusak Ringan 6 Rusak
Berat

10 Rusak Ringan

Baik

Baik

Baik

3. Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Selong Kelas | B

SO 1CC) SN Ol I S OON IR el B

=
=

Ruangan Gedung PN Selong
Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris
Ruang Sidang Umum
Ruang Sidang Anak
Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan
Ruang Jaksa

P W WwWwkEkr Wk, PP PP
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4. Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Raba Bima Kelas | B

SARANA / PRASARANA GEDUNG

JUMLAH

KETERANGAN
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c
©
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c
©
-
(]
=l
(]
x

(o)
o
i

Sarana/Prasarana Gedung

5. Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Kelas | B
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6. Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Praya Kelas Il
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7. Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Dompu Kelas II

SARANA / PRASARANA GEDUNG

JUMLAH

KETERANGAN
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Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Tahun | Kondisi |
Perolehan Rusak Rusak Keterangan
Ringan Berat
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5. Toyota/Kijang KF 1997 4

70 Standart
6. Toyota/Innova E 2009 v
7. Sedan / Chevrolet 2004 v
Optra
8. Sedan/New Corolla 2006 v
Altis 1,8 G M/T
9. Sedan/New Corolla 2011 v
Altis 1,8 G M/T
10. Toyota Fortuner / 2018 v Sewa
2,4 G 4x2 AT Mahkamah
Agung
11. Toyota Camry 2.5 2018 v Sewa
V/AT Mahkamah
Agung
12. Toyota Fortuner 2016 4 Pinjam Pakai
2.4 /VRZ 4x4 a/t PEMPROV NTB
1. Honda/NF 125 SD 2005 v
2. Honda/NF 125 SD 2005 v
3. Honda/NF 125 SD 2005 v
4. Honda/NF 100 D 2001 v
5. Honda/NF 100 D 2001 v
6. Honda / NF 100 D 2001 v
7. Honda/NF 100 D 2001 v
8. Honda/NF 125 SD 2007 v
9. Honda/NF 125 SD 2007 v
10 Honda/GL15AID 2011 v
11 Honda/NF 125 SD 2007 v

2. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Mataram Kelas | A

fahun Rusak | Rusak | Keterangan
Perolehan )
Ringan | Berat

| Jenis Kendaraan Roda 4

1. Sedan (Toyota Vios) 2009 1
Station Wagon 1997 1 DR39AK
(Toyota Kijang Capsule)

3. Station Wagon 2005 1 DR1044AK
(Toyota Inova)

4. Station WagonWagon 2011 1 DR1139AK

(Toyota Inova)
1 Jenis Kendaraan Roda 2

1. Sepeda Motor 2003 1 DR4812AK
(Honda Karisma)
2. Sepeda Motor 2006 1 DR2990AK

(Honda Supra 125)
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3. Sepeda Motor 2006 1 DR2991AK
(Honda Supra 125)

4, Sepeda Motor 2006 1 DR2936AK
(Honda Supra 125)

5. Sepeda Motor 2006 1 DR2938AK
(Honda Supra 125)

6. Sepeda Motor 2008 1 DR3399AK
(Honda Supra 125)

7. Sepeda Motor 2008 1 DR3398AK
(Honda Supra 125)

8. Sepeda Motor 2011 1 DR4586AK
(Honda Supra 125)

9. Sepeda Motor 2011 1 DR4615AK
(Honda Mega Pro)

10. Sepeda Motor 2014 1 DR4886AK
( Honda CB150R)

11. Sepeda Motor 2014 1 DR4887AK
( Honda CB150R)

12. Sepeda Motor 2014 1 DR4884AK
(Honda Vario Techno)

13. Sepeda Motor 2014 1 DR4885AK
(Honda Vario Techno)

14. Sepeda Motor 2014 1 DR4888AK

(Honda Vario Techno)

3. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Selong Kelas | B

Jenis Kendaraan Roda 4

Toyota Kijang

1 2014 1 MA
Innova E

2 Toyota Kijang 2011 1 MA
Innova E

3 Toyota Kijang 2006 1 MA
Innova E

4 Toyota Fortuner 1 PEMDA

] Jenis Kendaraan Roda 2

Honda GL-Max

1 1999 1 MA
125 cc

2 Honda NF 125D 2005 1 MA
Honda NF 125

3 2005 2 MA
SD
Suzuki FL 125

4 2008 1 MA

RCD
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4. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas | B

5. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | B
Tahun [ Kondisi |
Perolehan Rusak Rusak Keterangan
Ringan Berat
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4, Honda/GLM 1l 2008 v
5. Honda/GLM 1l 2008 v
6. Honda Verza 2014 v
7. Honda Verza 2014 v
8. Honda Vario 2014 v
9. Honda Vario 2014 v

6. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Praya Kelas Il

Jenis Kendaraan Roda 4

1 Sedan Altis 2006 1 Transfer

Masuk
dari BUA

2  Kijang Innova 2012 1 Pinjam
Pakai

3  Kijang Innova 2006 1 MA

4 Kijang Innova E 2011 1 MA

5 Kijang Avanza 2012 1 MA

6  Kijang Kapsul 2008 1 Pemda

Il Jenis Kendaraan Roda 2

1 Honda Vario 125 2012 4 MA

2  Honda Vario Techno 2012 2 MA

CBS
3 Honda 100 SL 2007 4 MA
4  Honda 125 SD 2006 4 MA

7. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Dompu Kelas Il

1 SEDAN WAGON 2010 v

2.  MINIBUS 2014 v

3. MINIBUS 1997 v

4.  MINIBUS 1995
—_----

5. SEPEDA MOTOR 2005

6. SEPEDA MOTOR 2005 v
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7. SEPEDA MOTOR 2011 v

8. SEPEDA MOTOR 2011 v
DIBAWAH
9. SEPEDA MOTOR 2005 v

Rumah Dinas

1. Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Kondisi
Uraian Jumlah  Baik Rusak Rusak Keterangan
Ringan Berat
l. RUMAH DINAS
1. Rumah Dinas Ketua 1 v
2. Rumah Dinas Wakil 1 v
Ketua
3. Rumah Dinas Panitera 1 v
4, Rumah Dinas 1 v
Sekretaris
6. Rumah Dinas Hakim 12 v
Tinggi

2. Rumah Dinas Pengadilan Negeri Mataram Kelas | A

Rusak | Rusak | Keterangan
Ringan | Berat

Rumah Dinas

|

1. Rumah Dinas Ketua 1 1

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1

3. Rumah Dinas Hakim 9 6 3

4. Rumah Dinas Panitera 1

5. Rumah Dinas Sekrearis - - -

3. Rumah Dinas Pengadilan Negeri Selong Kelas | B

| Kondisi |
Uraian Jumlah Baik Rusak Rusak Keterangan
Ringan Berat

Rumah Dinas

1 Rumah Dinas 1 1 : ) JI. Prof. M. Yamin,
Ketua Selong
2 Rumah Dinas Wakil 1 _ 1 ) JI. Prof. M. Yamin,
Ketua Selong
Rumah Dinas JI. Prof. M. Yamin,
E Hakim Y 8 i L Selong
Rumah Dinas JI. Prof. M. Yamin,
4 . 1 — 1 -
Panitera Selong
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Rumah Dinas

Sekretaris

6 Rumah Penjaga
Malam

Jumlah

JI. Prof. Soepomo

No.1

4. Rumah Dinas Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas | B

NO.

URAIAN

JUMLAH

RUSAK KET.
BERAT

10.

RUMAH DINAS KPN

RUMAH DINAS WKPN

RUMAH DINAS PANITERA

RUMAH DINAS HAKIM

RUMAH DINAS HAKIM

RUMAH DINAS HAKIM

RUMAH DINAS HAKIM

RUMAH DINAS HAKIM

RUMAH DINAS HAKIM

RUMAH DINAS HAKIM

TEM PATI

DI
TEMPATI
DI
TEMPATI
DI
TEMPATI
DI
TEMPATI
DI
TEMPATI
DI
TEMPATI
DI
TEMPATI
DI
TEMPATI

5. Rumah Dinas Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas | B

Uraian Jumlah  Baik Rusak Keterangan
Berat

l. RUMAH DINAS

1. Rumah Dinas Ketua 1 v

2. Rumah Dinas Wakil 1

Ketua
3. Rumah Dinas Hakim 3 4
4, Rumah Dinas Hakim 4

6. Rumah Dinas Pengadilan Negeri Dompu Kelas Il
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I. RUMAH DINAS 6
RUMAH DINAS
1 KETUA ! v
) RUMAH DINAS 1 y
WAKIL KETUA
RUMAH DINAS
3 HAKIM 6 v
RUMAH DINAS
4 PANITERA ! v
5 RUMAH DINAS 0
SEKRETARIS

7. Rumah Dinas Pengadilan Negeri Praya Kelas Il

Kondisi

No Bangunan . Rusak Rusak

2l Ringan Berat

1 | Gedung Kantor JI. Diponegoro No. 2 Praya - -
2 | Rumah Dinas JI. Diponegoro No. 1 Praya - 1
3 | Rumah Dinas JI. Bromo No 2A — 2C Praya 3 -
4 | Rumah Dinas JI. Tuan Guru Lopan No. 31 ) 1
Praya
5 | Rumah Dinas JI. Rinjani Praya - 1
6 | Rumah Dinas JI. Sulawesi No 7 — 9 Praya - 4
7 | Rumah Dinas JI. Jend. A. Yani No.13 1 -
8 | Zetting Plat JI. Bung Karno Desa Sengkol, ) 1
Kec. Pujut
9 | Zetting Plat JI. Janapria, Desa Janapria, ) 1
Kec. Janapria
4 9
Jumlah 12

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan yang bersumber dari

APBN tersebut mengacu pada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
002/SEK/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang petunjuk pelaksanaan

pembayaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) di lingkungan

Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya, baik

pejabat yang ditunjuk untuk pengelola keuangan, spesimen bank, maupun

batasan tugas masing-masing pengelola keuangan, serta untuk belanja

modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007

tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
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1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

A. Belanja Pegawai

No P Pagu Realisasi Sisa Anggaran
Rp. % Rp. %
1 PT. NTB 16,562,124,000 16,440,669,626 99.27 121,454,374.00 0.73
2 PN. Mataram 9,364,929,000 12,066,518,986 128,85 (2,701,518,986) (28,85)
3 PN. Selong 5,037,465,000 5,480,228,301 108,79 (442,763,301) (8,79)
4 PN. Raba Bima 4,666,202,000 4,716,189,105 101,07 (49,987,105) (1,07)
5 PN. Sumbawa Besar 3,200,983,000 3,466,609,978 108,30 (265,626,978) (8,30)
6 PN. Dompu 3,162,561,000 3,347,655,927 105,85 (185,094,927) (5,85)
7 PN. Praya 4,477,742,000 4,087,411,362 91,28 390,330,638 8,72
B. BELANJA BARANG
Realisasi Sisa Anggaran
No Satker Pagu
Rp. % Rp. %
1 PT. NTB 1,897,111,000 1,719,481,994 90,64 177,629,006 9.36
2 PN. Mataram 1,626,970,000 1,533,974,608 94,28 92,995,392 5,72
3 PN. Selong 966,019,000 912,939,231 94,51 53,079,769 5,49
4 PN. Raba Bima 1,120,397,000 1,119,299,384 99,90 1,097,616 0.10
5 PN. Sumbawa Besar 1,207,248,000 1,188,753,523,00 98,47 18,494,477 1.53
6 PN. Dompu 1,077,754,000 1,071,038,824,00 99,38 6,715,176 0,62
7 PN. Praya 1,192,698,000 1,141,271,408 95,68 51,426,529 4,32
C. BELANJA MODAL
No - Pagu Realisasi Sisa Anggaran
Rp. % Rp. %
1 PT. NTB 155,000,000.00 148,519,780.00 95.82 6,480,220.00 4.18
2 PN. Mataram 304,950,000.00 302,979,000.00 99,35 1,971,000.00 0,65
3 PN. Selong 805,143,000.00 785,954,300.00 97,62 19,188,700.00 2,38
4 PN. Raba Bima 80,000,000.00 77,063,490.00 96,33 2,936,510.00 3,67
5 PN. Sumbawa Besar 226,000,000.00 224,462,500.00 99,32 1,537,500.00 0,68
6 PN. Dompu 900,735,000.00 900,734,991.00 100 9 0.01
7 PN. Praya 39,000,000.00 38,888,100.00 99,71 111,900.00 0,29
D. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
No —_—_— Pagu Realisasi Sisa Anggaran
Rp. % Rp. %
1 PT.NTB 176,330,000.00 151,991,108.00 86,20 24,338,892.00 13,80
2 PN. Mataram 678,278,000.00 612,676,013.00 90,33 65,601,987.00 9,67
3 PN. Selong 178,800,000.00 168,652,250.00 94,32 10,147,750.00 5,68
Laporan Tahunan 2018 111




4 PN. Raba Bima 251,540,000.00 242,175,850.00 96,28 9,364,150.00 3,72
5 PN. Sumbawa Besar 199,040,000.00 190,435,000.00 95,68 8,605,000.00 4,32
6 PN. Dompu 111,481,000.00 104,863,400.00 94,06 6,617,600.00 5,94
7 PN. Praya 171,767,000.00 157,764,159.00 91,85 14,002,841.00 8,15

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan sebuah
aplikasi yang memberikan informasi atau data tentang perkara pada
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sehingga masyarakat bisa
mengakses informasi perkara yang dibutuhkan di Pengadilan.

Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah
ditunjang oleh jaringan/koneksi Internet Indihome dari Telkom dan Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), untuk menjamin pelaksanaan
administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel yang berbasis
Teknologi Informasi (TI). Berikut Sarana dan Prasarana Dukungan Teknologi
Informasi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat:

e Server
Terdapat 2 (Dua) Server yang sudah terpasang di Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat. Keduanya menggunakan sistem operasi linux (Centos 7)
yang berfungsi sebagai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (aplikasi
SIPP lokal).

e Jaringan
Jaringan Komputer/ LAN sudah terpasang pada Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat yang terhubung dengan 30 unit computer (PC) dan
terdapat 5 wireless acces point terpasang aktif.

e Internet
e Provider Jaringan Internet  : Indihome dari Telkom

e Bandwidth Internet : 2 (dua) line masing-masing 10 Mbps dan 50

Mbps.
e Alamat situs Web : www.pt-mataram.go.id
o Listrik

e Kapasitas Listrik X
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat : 66000 VA
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F. REGULASI

NO. SURAT KEPUTUSAN NOMOR PERIHAL

1. | Surat Keputusan Ketua | W25-U/03/0T.01.2/1/2018 | Penunujujan tim penilai
Pengadilan Tinggi Nusa role model pada
Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi NTB.

2. | Surat Keputusan Ketua | W25-U/11/KP.01.2/1/2018 | Penunjukan role model
Pengadilan Tinggi Nusa pada Pengadilan Tinggi
Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat.

3. | Surat Keputusan Ketua | W25-U/126/KP.01.2/1/2018 Pembagian uraian tugas
Pengadilan Tinggi Nusa pada Kepaniteraan
Tenggara Barat. Pidana.

4. | Surat Keputusan Ketua | W25-U/65/KP.01.2/1/2018 | Penunjukan sebagai staf
Pengadilan Tinggi Nusa pada Kepaniteraan
Tenggara Barat. Pidana.

5. | Surat Keputusan Ketua W25-U/103/KP.01.2/1/2018 Perubahan ke-dua tim
Pengadilan Tinggi Nusa Reformasi Birokrasi.
Tenggara Barat.

6. | Surat Keputusan Ketua W25-U/381/KP.01.2/1/2018 | Pembagian uraian tugas
Pengadilan Tinggi Nusa pegawai pada
Tenggara Barat. Kepaniteraa Hukum.

7. | Surat Keputusan Ketua W25-U/138/KP.04.5/111/2018 | Pembentukan panitia
Pengadilan Tinggi Nusa daeerah penerimaan
Tenggara Barat. Hakim Adhoc Tindak

Pidana Korupsi tahap X
tahun 2018.

8. | Surat Keputusan Ketua W25-U/686/KP.003/V/2018 | Pembentukan  struktur
Pengadilan Tinggi Nusa ruang lingkup dan petugas
Tenggara Barat. Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP)

9. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1397/KP.00.3/VIII/2018 | Perubahan tim Akreditasi
Pengadilan Tinggi Nusa Penjamin Mutu
Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi Nusa

Tenggara Barat.

10. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1212/KU.04.2/VIII/2018 | Penunjukan tim pengelola
Pengadilan Tinggi Nusa biaya perkara pada
Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi Nusa

Tenggara Barat.

11. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1446/KP.04.6/X/2018 | Penunjukan pelaksanaan
Pengadilan Tinggi Nusa tugas (PLH) Panitera
Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi NTB.

12. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1549/KP.00.2/X/2018 | Pembentukan panitia

Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat.

daera penerimaan CPNS
dilingkungan Mahkamah
Agung tahun anggaran
2018.
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13. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1495/KP.04.5/1/2018 | Pelaksanaan pelayanan
Pengadilan Tinggi Nusa Informasi dan
Tenggara Barat. Dokumentasi (PPID) pada

Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat.

14. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1447/KP.04.6/X/2018 | Penunjukan  Pelaksana
Pengadilan Tinggi Nusa Tugas Harian (PLH) Ketua
Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi Nusa

Tenggara Barat.

15. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1589/KP.04.5/X/2018 | Panitia permintaan
Pengadilan Tinggi Nusa penterjemah atau
Tenggara Barat. pendamping difabel.

16. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1349/KP.00.3/1X/2018 | Perubahan atas
Pengadilan Tinggi Nusa Keputusan Ketua
Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi Nusa

Tenggara Barat No. W25-
U/686/KP.00.3/V/2018
tentang struktur, ruang
lingkup dan petugas PTSP
Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat.

17. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1795/PS.01/XI/2018 | Tentang susunan majelis
Pengadilan Tinggi Nusa hakim tingkat banding
Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi Nusa

Tenggara Barat.

18. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1796/PS.01/X1/2018 | Susunan majelis hakim
Pengadilan Tinggi Nusa tingkat banding perkara
Tenggara Barat. Tindak Perkara Korupsi

Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat.

19. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1797/PS.01/XI/2018 | Tentang penunjukan
Pengadilan Tinggi Nusa hakim tinggi pengawas
Tenggara Barat. bidang, pengawasa

daerah dan humas
Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat.

20. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1798/PS.01/XI/2018 | Tentang susunan majelis
Pengadilan Tinggi Nusa hakim anak Pengadilan
Tenggara Barat. Tinggi Nusa Tenggara

Barat

21. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1710/KP.00.3/X11/2018 | Checklist pengawas
Pengadilan Tinggi Nusa bidang Pengadilan Tinggi
Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat.

22. | Surat Keputusan Ketua W25-U/1995/0T.01.2/X11/2018 | Penunjukan tim pemilihan
Pengadilan Tinggi Nusa pegawai berprestasi
Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi Nusa

Tenggara Barat.
23. | Surat Keputusan Ketua W25-U/2060/KP.04.06/XI1/2018 | Penunjukan pelaksanaan

Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat.

tugas harian (PLH)
Panitera pada Pengadilan
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Tinggi Nusa Tenggara
Barat.

Tenggara Barat.

24. | Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Nusa

W25-U/2087/KP.01.2/XI1/2018

Target indeks kepuasan
masyarakat  Pengadilan
Tinggi Nusa Tenggara
Barat.

Tenggara Barat.

25. | Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Nusa

W25-U/1963/0T.01.2/X11/2018

Pembentukan tim
penyusunan laporan
tahunan  tahun 2018
Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat.
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BAB IV
PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat
berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang
berlaku.

Dalam Lampiran | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/O80/SK/VI111/2006 tentang Pedomam Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Lembaga Peradilan disebutkan mengenai pengertian umum
Pengawasan Internal yaitu Pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri
yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan

Pengawasan Fungsional.

PN Praya PN Sumbawa Besar

Gambar : Kegiatan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Praya dan
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Pengertian Pengawasan Melekat itu sendiri dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI tersebut diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang
bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan
langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan
tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan

rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan

Laporan Tahunan 2018 116



Pengawasan Fungsional diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh
aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut
dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan
lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Bertitik tolak dari pengertian Pengawasan Internal sebagaimana telah
disebutkan di atas, maka laporan tahunan mengenai pengawasan internal ini
dikhususkan pada jenis pengawasan melekat yang telah dilakukan oleh pimpinan
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2018, sedangkan
pengawasan fungsional merupakan kewenangan dari Badan Pengawasan
Mahkamah Agung — RI.

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, Ketua Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara Barat selain melakukan pengawasan langsung yaitu dengan
cara melakukan pemeriksaan pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan
secara mendadak (sidak), dan dengan menunjuk Hakim Pengawas Daerah
(KIMWASDA) dan Hakim Pengawas Bidang (KIMWASBID), juga dapat dilakukan
dengan meminta laporan secara berkala (periodik) atau dapat juga berupa
laporan khusus terhadap permasalahan tertentu.

A.INTERNAL
Dalam sistem pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada semua perkara
yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Pengadilan
Negeri di wilayah hukumnya dengan tujuan agar peradilan yang
diselenggarakan dengan cara seksama dan wajar dengan berpedoman pada
azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. adapun metode
pengawasan yang diterapkan dalam melakukan pengawasan adalah sebagai
berikut:
1. Inspeksi Mendadak (sidak).
Sistem ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tim yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengawasi secara langsung jalannya

peradilan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dapat sewaktu-waktu bila
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diperlukan, baik intern Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat maupun di
Pengadilan Tingkat Pertama se Nusa Tenggara Barat.
2. Pengawasan Secara Berkala.

Pengadilan Tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara

berkala/periodik (setahun sekali) dengan memberikan tugas kepada Hakim

Tinggi Pengawas Daerah untuk melakukan tugas pengawasan ke

Pengadilan Tingkat Pertama secara komprehensif terhadap seluruh aspek

penyelenggaraan peradilan yang meliputi:

- Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup :
administrasi persidangan, dan administrasi perkara;

- Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan yang mencakup:
administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris, dan administrasi umum
lainnya;

- Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan,
kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik.

3. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan adalah merupakan salah satu bagian dari

pengawasan yang meliputi;

- Tingkah laku aparat peradilan;

- Manajemen kepemimpinan lembaga peradilan;

- Kinerja lembaga peradilan

- Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan

Adanya pengaduan/laporan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Tinggi Nusa Tenggara Barat ditindak lanjuti dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan untuk
mengadakan penelitian dan pemeriksaan, serta melaporkan mengenai
masalah yang diadukan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat.

b. Meminta keterangan atasan pejabat yang dilaporkan langsung melalui
telepon.

c. Memanggil langsung pejabat yang dilaporkan untuk menghadap dan

untuk diminta keterangannya.
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d. Menunjuk Tim Pemeriksa khusus dari Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara
Barat.
4. Pemeriksaan langsung oleh Tim yang ditunjuk Ketua Pengadilan
Tinggi Nusa Tenggara Barat.
Dalam hal-hal tertentu, Pengadilan Tinggi melaksanakan pemeriksaan
langsung dengan menunjuk tim pemeriksa yang diketuai oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat atau oleh seorang Hakim Tinggi
yang ditunjuk.
5. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah memberlakukan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalam menangani pengaduan dan permintaan
informasi dari masyarakat, hal ini sebagai salah satu bentuk layanan prima
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat kepada para pencari keadilan,
yang berada dibawah koordinasi Panitera Muda Hukum dan Kepala Bagian
Umum dan Keuangan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga telah
diterapkan pada Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Barat, sehingga
sangat diharapkan dapat menjadi media kontrol masyarakat terhadap
kinerja lembaga peradilan.
6. Sosialisasi Konsep dan Program Pengawasan.
Disamping penanganan pengaduan dan pemeriksaan langsung tersebut,
Pengadilan Tinggi juga melaksanakan sosialisasi konsep dan program
pengawasan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
yang diikuti oleh Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan
Negeri, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri
se — Nusa Tenggara Barat.
Disamping untuk mencapai hal tersebut diatas, Ketua Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara Barat juga telah menunjuk/mengangkat beberapa Hakim Tinggi
pengawas melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dalam bidang
teknis atau administrasinya.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara
Barat Nomor : W25-U/797/PS.01/X/2018 tentang Penunjukan Hakim Tinggi

Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi
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Nusa Tenggara Barat, maka ditetapkan Hakim-hakim pengawas sebagai berikut

HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH

Berikut adalah daftar

nama Hakim Tinggi

dan daftar

daerah

pengawasannya sesuai SK Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No:
W25-U/1797/PS.01/X/2018

No Team Pengawas Daerah Ket.
Pengawasan
1 2 3 4
I 1.Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum. Pengadilan Negeri Ketua
2.Hadi Siswoyo, SH., MH. Mataram Anggota
3. Nyoman Somanada, SH. Anggota
lI. | 1.Corry Sahusilawane, SH., MH. Pengadilan Negeri Ketua
2. | Dewa Made Alit Darma, SH. Praya Anggota
Anggota
lll. | 1.RR. Suryowati, SH., MH. Pengadilan Negeri Ketua
2.Elfi Marzuni, SH., MH. Selong Anggota
Anggota
IV. | 1.Majedi Hendi Siswara, SH. Pengadilan Negeri Ketua
2.1 Wayan Yasa Abadhi, SH., MH. Dompu Anggota
3.Noor Edi Yono, SH., MH. Anggota
V. | 1. Encep Yulihadi, SH., MH. Pengadilan Negeri Ketua
2. Unggul Ahmadi, SH., MH. Raba Sumbawa Anggota
Besar Anggota
VI. | 1.1 Gusti Lanang Dauh, SH., MH. Pengadilan Negeri Ketua
2.Miniardi, SH., MH. Raba Bima Anggota
3.Mas’ud, SH., MH. Anggota
HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
No Team Pengawas Bidang Pengawas Ket.
1 2 3 4

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

Koordinator
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1. | Gusti Lanang Dauh, SH.MH

Il. Bidang Perdata
2. Majedi Hendi Siswara, SH.

1. Corry Sahusilawane, SH., MH.

HI. Bidang Pidana
2. Adi Hernomo Yulianto, SH., MH.

1. Miniardi, SH., MH.

V. Bidang Hukum
2. | Wayan Yasa Abadhi, SH.MH.

V. | 1. RR. Suryowati, SH.MH. Bidang Pidana Khusus
1. Noor Edi Yono, SH., MH. _

VI. Bidang Keuangan dan
2. Unggul Ahmadi, SH., MH. Pelaporan
1. | Dewa Made Alit Darma, SH. _

VII. Bidang Tata Usaha
2. Sarwoko, SH. dan Rumah Tangga

1. I Nyoman Somanada, SH., MH.

VII. Bidang Kepegawaian
2. Mas’ud, SH.MH

1. Elfi Marzuni, SH., MH. Bidang Rencana
IX. 2. Encep Yulihadi, SH., MH. Program dan
Anggaran
X. | 1. 1 Gusti Lanang Dauh, SH.MH. Humas/Juru Bicara

Xl | HADI SISWOYO

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui Ketua Pengadilan
melakukan pengawasan :

» Terhadap perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
baik menyangkut perkara Pidana maupun perkara perdata dengan
menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut.

» Terhadap pekerjaan para karyawan dan karyawati juga tingkah laku para
hakim dan perbuatan pejabat Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas
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pokok pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yakni dalam hal
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dan meminta
keterangan yang berkaitan dengan tekhnik peradilan serta memberi
peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan.

» Secara periodik telah ditunjuk para Hakim Tinggi sebagai hakim pengawas
bidang dan sebagai hakim pengawas dan pengamat sesuai dengan jumlah
dan komposisi hakim yang ada.

» Dalam melakukan tugas pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah
didampingi oleh karyawan/karyawati yang dipandang cakap dan mampu
dalam melakukan pengawasan baik dari tenaga tekhnis (Panitera, para
Panitera muda dan Panitera Penggant) maupun dari tenaga

kesekretariatan (Sekretaris, para Kabag, para Kasubbag dan Staf).

B. EVALUASI

Dalam menyelesaikan tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara Barat selaku koordinator wilayah yang didelegasikan langsung
oleh Mahkamah Agung RI agar memiliki kontrol langsung dan memonitor
secara langsung kinerja peradilan tingkat pertama dalam pelaksanaan
tugasnya, sehingga diperlukan mekanisme dalam memonitor dan
mengevaluasi kinerja peradilan tersebut. Sistem dan prosedur peradilan saat
ini adalah produk dari pertumbuhan selama periode yang telah lampau
ditambah, diperbaharui dan dikembangkan untuk menetapkan keterbatasan
pada kapasitas dalam beradaptasi pada persyaratan yang begitu cepat
berubah. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang menyeluruh agar
memperkuat kapasitas Pengadilan Tinggi yang efektif, efisien dan fleksibel.

Usaha untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi harus ditujukan
kepada beberapa bidang, termasuk sistem manajemen Pengadilan Tinggi,
Pengadilan Negeri, aturan, prosedur, struktur yurisdiksi/lkewenangan
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa termasuk memfasilitasi sengketa secara damai dan
pembatasan putusan banding di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Disamping hal tersebut, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat didalam
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melayani masyarakat pencari keadilan yaitu dengan keterbukaan informasi
seluas-luasnya pada masyarakat dengan memberikan layanan informasi dan
publisitas.

Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan
yang berlaku penyelenggaraan adminsitrasi peradilan merupakan bagian
yang mutlak yang harus dilaksanakan oleh semua aparatur peradilan. Hal ini
penting agar peradilan di Indonesia terutama pada Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir, atau dalam
istilah peradilan disebut dengan legal frame end unified legal opinion.

Oleh karena itu setiap hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan
oleh Ketua, Wakil Ketua atau oleh Hakim Pengawas Daerah (HATIWASDA)
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan baik secara reguler
maupun secara mendadak (sidak) dilakukan evaluasi, hal ini perlu dilakukan
agar kekurangan-kekurangan, temuan-temuan yang ditemui pada waktu
pengawasan dapat ditindak lanjuti dan dapat diminimalisir pada masa-masa
mendatang, agar setiap kegiatan pelaksanaan peradilan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana penjelasan umum bagian 3 Undang-undang Nomor. 2
Tahun 1986 tentang peradilan umum, mengingat luas ruang lingkup, tugas
dan beban berat pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan maka, perlu
adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan
pengelolaan administrasi peradilan. Dimana hal ini terakhir dijawab oleh
Mahkamah Agung RI dengan keluarnya Perma No 7 Tahun 2015 Tentang
organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Sehingga penyelenggaran administrasi peradilan pada Pengadilan
Tinggi Nusa Tenggara Barat dan pengadilan Negeri di wilayah hukumnya
mengacu pada Perma No 7 Tahun 2015 tersebut, penyelenggaraan
administrasi dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya,
sehingga koordinasi pertanggung jawaban dilaksanakan oleh masing-masing

seorang pejabat yaitu Panitera dan Sekretaris.
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1. Administrasi Perkara

Peradilan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan kehakiman
sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa tugas pokok Pengadilan yaitu untuk
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut diatas diperlukan
adanya peradilan yang benar dan tertib. Penyelenggaraan administrasi
peradilan yang benar harus mampu mendukung terbentuknya peradilan
yang mandiri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengadilan Panitera
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima perkara yang diajukan
kepada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk diproses lebih lanjut.
Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
melalui 2 (dua) meja yaitu, Meja |, Meja Il. Pengertian meja tersebut adalah
merupakan kelompok pelaksana tekhnis yang harus dilalui oleh suatu
perkara di Pengadilan Tinggi Mataram mulai dari penerimaan sampai
perkara tersebut diselesaikan atau diputus demikian pula yang diterapkan
pada Pengadilan Negeri se Nusa Tenggara Barat.

2. Administrasi Umum

Disamping administrasi peradilan, administrasi umum juga menjadi
prioritas pelaksanaan peradilan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara
Barat dan Pengadilan Negeri di bawahnya, mengingat luasnya ruang
lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh
pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara
dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Menurut penjelasan
umum Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, penjelasan umum Undang-
undang Nomor 51 Tahun 2009 dan penjelasan umum Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, penyelenggaraan administrasi pengadilan
dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya.

Menurut jenisnya administrasi pengadilan dibedakan menjadi 2 (dua)

yaitu administrasi umum dan administrasi perkara/administrasi
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kepaniteraan, sedangkan menurut penanganannya dilakukan oleh
sekretaris dan panitera, pembedaan dan pemisahan ini pada akhirnya

melahirkan dua unit kerja yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari Laporan Tahunan 2018 yang kami susun dapat di simpulkan
mengenai beberapa yang berkaitan dengan kinerja kami diantaranya ialah :

a. Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja
pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sistem yang berjalan
telah kami lakukan sesuai dengan regulasi dan petunjuk dari instansi yang
ada diatas kami dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada Wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat walaupun dalam
realisasinya belum optimal.

b. Struktur organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan
dengan PERMA No.7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah dijalankan
dengan baik oleh segenap unsur pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara Barat

c. Pengawasan internal pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat telah dijalankan dengan baik dan terus menerus
dikembangkan agar lebih efektif dan objektif.

d. Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 ini telah kami lakukan
dengan sebaik-baiknya dengan mengikutsertakan para Hakim, Pejabat
Struktural maupun karyawan untuk mengikuti berbagai macam diklat dan
seminar baik yang dilaksanakan sendiri, Mahkamah Agung maupun
instansi lain

e. Pengelolaan aset pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara
Barat yang telah dijalankan dengan baik sesuai aturan dan mekanisme
yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik.

f. Pengelolaan keuangan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan
mekanisme yang ada.

g. Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum di wilayah

hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah dijalankan dengan
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baik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan standard
operating procedure (SOP).

B. REKOMENDASI
» Terdapat Sumber Daya Manusia yang penempatannya belum sesuai
dengan kebutuhan riil masing-masing satker karena masih kurangnya
Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga masih membutuhkan
tambahan Sumber Daya Manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan riil

satker.

KETUA PENGADILAN TINGGI
>ARA BARAT

SH/AMIRYAT, SH., MH.
. 19550222 198303 1 002
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LAMPIRAN
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PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : W25-U//JE30T.01.2/X11/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN (LAPTAH)
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 dipandang perlu
dibentuk tim Penyusunan Laporan Tahunan dimaksud;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat ini dipandang cakap dan
mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun LAporan
Tahunan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

&

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;

b. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
1435/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 26 Nopember 2018 perihal
Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018.

Mengingat

MEMUTUSKAN
Menetapkan . Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi
Nusa Tenggara Barat
Pertama :  Menunjuk Tim Kerja untuk melaksanakan penyusunan Laporan

Tahunan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai termuat dalam
lampiran Surat Keputusan ini;




Kedua : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Panitera serta
Sekretaris Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Ketiga : Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara
Barat agar melaporkan hasil penyusunan Laporan Tahunan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Keempat . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 10 Desember 2018
KETUA KNGADILAN TINGGI

N IPJ 955022 983031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris MahkamahAgung RI;

2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI.




Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
Nomor : W25-U/ ﬂbﬁOT.Ol 2/X11/2018
Tanggal : 10 Desember 2018

No Nama Jabatan Kedudukan Ket

Ketua Pengadilan

1 | H Amiryat, SH, M.H. Tinggi Nusa Pembina
Tenggara Barat
Sekretaris

2 | H. Mustafa, S.H. Pengadilan Tinggi Ketua
Nusa Tenggara Barat
Panitera Pengadilan

3 | I Gde Ngurah Arya Winaya, S H, M.H. | Tinggi Nusa Wakil Ketua
Tenggara Barat

4 | Hadi Rusman, Sm Hk. Bt Perencapaan Sekretaris
dan Kepegawaian
Panitera Muda

5 | Lalu Ihsan, SH., MH. Bkt Anggota
Kasubbag

: Perencanaan

6 | Fathiyah, SE. Progra dan Anggota

Anggaran
. Staf Kepaniteraan

7 | Ikhsan Suharyadi, S.Kom Muda Hukum Anggota

8 | Satria Buana, A Md Pranata Komputer Anggota
Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 10 Desember 2018




PENGHARGAAN - PENGHARGAAN
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